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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dapat menyelesaikan
Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun
2019 yang didalamnya berisi Program —program utama yang akan dicapai selama
kurun waktu 1 (satu) tahun, sesuai dengan Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Kotamobagu vyang di tetapkan adalah “ TERWUJUDNYA SISTEM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SECARA PROFESIONAL,
AKUNTABLE DAN TRANSPARAN MENUJU KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA
MODEL JASA." Hal mengaktualisasikan VISI dan MISI Walikota dan Wakil Walikota
Kotamobagu Periode 2019 — 2023 yaitu : “"KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA
JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan LAKIP 2019 ini masih terdapat
banyak kekurangan , untuk itu dihararapkan saran perbaikan demi penyempurnaan
pada tahun — tahun yang akan datang.

Kotamobagu, 2020
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1.1.

BAB I
PENDAHULUAN

Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Kotamobagu dibentuk berdasarkan Undang — undang Nomor 4 Tahun 2007
tentang pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara .Hasil
pemekaran Bolaang Mongondow sebagai Daerah Otonom maka diperlukan
kemampuan dalam pengelolaan Keuangan Daerah terutama menggali sumber -
sumber PAD dan Pengelolaan Aset Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah secara bertahap akan
semakin banyak dilimpahkan kepada Daerah. Dengan semakin meningkatnya
kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah maka peran
keuangan daerah akan semakin penting, karena Daerah dituntut untuk dapat
lebih aktif dalam memobilasi dana yang diterima dari Pemerintah Pusat secara
efisien.

Dengan demikian peran Pemerintah Daerah semakin besar, bukan saja karena
harus meningktanya kemandirian dalam pembiayaan pembangunan di
Daerah,tetapi juga karena perlu melayani sector dunia usaha yang semakin
meningkat aktivitasnya di Daerah.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan menggali sumber
daya yang ada yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia, selaku
pengelolaan Keuangan Daerah yang semakin meningkat merupakan tuntutan
perwujudan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Struktur BPKD Kota Kotamobagu
Kepala Dinas membawakan Sekretariat dan 6 (enam) bidang, yaitu :

Sekretaris

Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Aset Daerah

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran
Kepala Bidang Penagihan Pajak

NouUAWNE
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1.2.

1. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
1. Sub Bidang Perbendaharaan
2. Sub Bidang Belanja Non Kegiatan
3.- Sub Bidang Pembinaan Keuangan Daerah dan Desa

3. Kepala Bidang Anggaran membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, vaitu :
1. Sub Bidang Penyusunan APBD
2. Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian APBD
3. Sub Bidang Dana Transfer

4. Kepala Bidang Aset Daerah, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengelolaan
2. Sub Bidang Inventarisasi dan Dokumen
3. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan

5. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang
yaitu :
1. Sub Bidang Verifikasi Pencatatan Akuntansi
2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan
3. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Sistem Akuntansi
6. Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran membawahi 3 (tiga) Sub Bidang
yaitu :
1. Sub Bidang Pendataan, Perhitungan dan Penetapan
2. Sub Bidang Penilaian dan Pengaduan
3. Sub Bidang Pelayanan dan Pengolahan Data
7. Kepala Bidang Penagihan Pajak membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
1. Sub Bidang Penagthan Pajak Daerah
2. Sub Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut
3. Sub Bidang Pengawasan, Penyelesaian Keberatan dan Penertiban

Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu
mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi
penunjang urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan,
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) b. Fungsi
« 1) Penyusunan kebijakan teknis dibidang Keuangan dan Aset Daerah
2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset
Daerah
3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
di bidang Keuangan dan Aset Daerah
1) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
Pemerintahan Daerah dibidang Keuangan dan Aset Daerah
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang
tugas dan fungsi

1.2.1. Dasar Hukum Pembentukan SKPD

1. Dasar Pembentukan
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu yang telah di atur
dalam Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A

2. Gambaran Umum BPKD
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A adalah Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Kotamobagu yang melaksanakan urusan
penunjang di bidang Keuangan dan Aset Daerah

1.3. Sumber Daya Manusia SKPD

Kondisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Jumlah dan Jenis Kelamin
Jumlah Pegawai :

56 orang
- Laki - laki : 35 orang
' ) - - Perempuan : 21 orang
b)  Pendidikan Formal
H Strata 2 (S2) : 6 orang
Strata 1 (S1) : 32 orang
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Sarjana Muda -
Diploma III (D3) : 1 Orang
SLTA : 17 orang
Jumlah : 56 Orang

¢) Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan

-  Diklat PIM II : -

- Dikiat PIM III : 1 Orang
-  Diklat PIM IV : 2 Orang
- Diklat Teknis

d) Pegawai Menurut Golongan
- GolonganlV/c : -
- GolonganIV /b : 1 orang
-  GolonganlV/a -

- GolonganlIli/d : 2 orang
- GolonganIll/c : 8 Orang
- Golongan ITI / b : 21 Orang
- GolonganIII / a : 5 orang
- GolonganrII/d : 3 orang
- GolonganIl/c : 2 orang
- GolonganII/ b : 9 orang
- GolonganlIl/a : 5 orang
e) Jumlah Jabatan / Eselon
-  EselonIl : 1 orang
- Eselon III : 6 Orang

- Eselon1v : 21 Orang
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BAB II
PERENCANAAN KERJA

2.1. Rencana Strategi
2.1.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan atau cara pandang ke depan kemana arah oganisasi harus
dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi juga merupakan imajinasi
atau proyeksi tentang gambaran masa depan yang lebih baik yang dapat dicapai.

Mengacu pada konsep tersebut maka dirumuskan Visi Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Kotamobagu vyaitu “7erwwjudnya Sistem
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Secara Profesional, Akuntable
Dan Transparan Menuju Kotamobagu Sebagai Kota Model Jasa”,

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan

organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

adalah :

a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Kualitas Pengelolaan
Keuangan, Pelaporan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang Efektif,
Efisien dan Transparan;

2.1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan di tetapkan dengan
mengacu kepada VISI dan MISI serta di dasarkan pada isu-isu dan Analisa
strategis.

Tujuan yang diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan Darah meliput! :

1) Meningkatnya kapasitas aparatur

2) Meningkatkan kualitas disiplin aparatur

3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur

4) Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
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5) Mewujudkan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan, peningkatan
pendapatan dan penatausahaan asset daerah secara tertib, transparan dan
akuntable berbasis teknologi informasi

Sasaran
Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Sasaran yang hendak dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Kotamobagu antara lain :

1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang handal

2) Meningkatnya disiplin aparatur

3) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

4) Meningkatnya pelaksanaan administrasi perkantoran

5) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan manajemen barang milik
daerah

Strategi dan Arah Kebijakan BPKD

Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi
ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan
pandangan dalam melaksanakan tujuan organisasi.

Badan Pengelolaan Keuanagan Daerah Kota Kotamobagu dalam mewujudkan
VISI nya menetapkan strategi sebagai berikut :

Menggunakan system informasi pengelolaan Keuangan yang terintegritas,
2.  Membuat dan menerapkan system dan prosedur penatausahaan yang
terintegrasi,
3.  Membuat dan menetapkan Analisa standar belanja,
Membuat dan mererapkan system dan prosedur Pengelolaan barang
daerah,
Menyusun dan menerapkan system prosedur Akuntansi keuangan Daerah,
Menyusun dan menerapkan Kebijakan Akuntansi keuangan daearh,
Melaksanakan pengendalian keuangan daerah,
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Melaksanakan Inventarisasi Aset Daerah

Peningkatan kualitas Sumber Dayan Manusia (SDM) yang diarahkan untuk
memenuhi sumber daya aparatur yang professional dalam pengeloiaan
keuangan daerah

10. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan
dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI),

11. Melaksanakan Pelatihan/ BIMTEK / Sosialisasi aparat pengelola keuangan
daerah di lingkungan SKPD,

12. Mengikut sertakan Aparat pengelola keuanga daerah dalam kegiatan
Diklat yang diadakan oleh pemerintah pusat, Provinsi, kabupaten maupun
Lembaga lainnya,

13.  Pemenuhan Pegawai sesuai kebutuhan.

Kebijakan

Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu adalah ;

1.

Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia (SDM) pengelolaan Keuangan
dan Aset daerah pada tingkat SKPD dan PPKD,

Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana penunjangpengelolaan
keuangan dan Aset daerah

Pengembangan dan Penyusunan kebijakan, Standar, system dan prosedur
pengelolaan keuangan dan Aset daerah,

Mendorong efektivitas dan efisiensi penyusunan, pelaksanaan dan
pelaporan APBD dan Aset daerah,

Pengembanga dan peningkatan sarana dan kegiatan pengendalian dan
supervise pengelolaan keuangan dan Aset daerah,

Penataan Struktur organisasi Pengelolaan keuangan dan Aset daerah
sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. '
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Tabel 2.2
Rencana Strategi 5 (lima) tahun

Jumiah Pelaporan )
i Opini Badan
Copelin Kevwcen | 1 Pemeriksa wiP | wre | wre | wre | w
Keuangan akhir doc Keuangan RI
Mewujudkan | tahun
Peningkatan
Kinerja
Pengelolaan
Keuangan, Meningkatny
Peningkatan p— a Kualitas
Pendapatan ; umi | Pengelolaan
da%ata reTégg:amT\yLIi ah Keuangan Peningkatan 20.342.069. | 21.359.173. | 22.427.131. | 23.548.488. | 24.725.912.
Penatausahaa | paerah PAD dan PAD 526 002 652 235 647
n Aset Daerah (Rp) | Manajemen
Secara Tertib, Barang Milik
Transparan Daerah
dan Akuntabel
Berbasis
Teknologi
Informasi Presentasi
Presentase SILPA 2,81 Silpa
terhadap APBD % terhadap % 2 £ L 2%
APBD
Mell::.?ag‘r;tskan Presentase o 100 Meningkatny | Tingkat
disiplin kepatuhan/disiplin % a disiplin Kepatuhan 100% 100% 100% 100% 100%
aparatur aparatur aparatur Aparatur
; Meningkatny | Presentase
&gﬂggks‘:ﬂr(aa;‘a Presentase kualitas 100 a kualitas kualitas
dan prasarana sarana dan % sarana dan | sarana dan 100% 100% 100% 100% 100%
aparatur prasarana aparatur prasarana | prasarana
aparatur aparatur
Mewujudkan
Meningkatnya | o ocantase kapasitas | 100 | Kudlitas -
kapasitas anirahii SDM 100% 100% 100% 100% 100%
Aparatur o % aparatur | 2paratur
handal
yang handal yang
: Meningkatny | Cakupan
Mgr;;:s:ang:‘an Cakupan layanan 100 a ketersediaan
Kiriniaiyast administrasi % Pelaksanaan | layanan 100% 100% 100% 100% 100%
Feriasiowan perkantoran Administrasi | Administrasi
Perkantoran | Perkantoran
Tabel 2.3

2. Persentase Peningkatan Pendapatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

Asli Daerah

1. Predikat Pengelolaan Keuangan

3. Persentase Silpa terhadap APBD

Opini

Jumlah PAD (n) / Jumiah PAD (n-1)
+ Target PAD (n) x 100%

Jumlah Silpa/Jumlah APBD x 100%
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Tabel 2.4

Rencana Kerja Tahun 2019

Milik Daerah

Asli Daerah

3. Presentase Silpa terhadap APBD

Meningkatnya 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan WTP
Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan dan

Manajgmen Barang | 2+ Persentase Meningkatnya Pendapatan Rp.

20.342.069.526

2%

Berdasarkan perencanaan kinerja diatas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
menetapkan Perjanjian Kinerja berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Meningkatnya Kualitas | 1. Meningkatnya Kualitas WTP
Pengelolaan
Pengelolaan Keuangan dan Keuangan Daerah
Manajemen Barang Milik Daerah . Meningkatnya Rp. 20.342.069.526
Pendapatan Asli
Daerah
. Presentase Silpa 2%
terhadap APBD
Program Anggaran Keterangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan dan Pengembangan

Rp. 777.473.975,-

Rp. 4.598.739.196,-
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja
3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, berikut perbandingan target dan

realisasi pencapaian sasaran strategis berdasarkan program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan Tahun 2019.

Sasaran

: "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Manajemen

Barang Milik Daerah”

No. Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi Capaian
kinerja
2018 | 2019 2018 2019

1 Meningkatnya . Opini Badan Pemeriksa WTP WTP WTP WTP 100%
Kualitas Keuangan RI
Pengelolaan . Peningkatan PAD 25% 10% 9,08% 10% 10%
Keuangan dan
Manajemen . Presentase Silpa terhadap APBD | 2.81% | 2% 2% 2% 2%
Barang Milik
Daerah

Pencapaian Sasaran, Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan manajemen
barang milik daerah melalui dicapai melalui 3 (tiga) indikator sasaran :

1.

Indikator meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Pada tahun 2019 direncanakan penyusunan 1 dokumen Laporan Keuangan di
akhir tahun anggaran dan dapat direalisasikan 100% sebagai akuntabilitas
terhadap pengelolaan keuangan baik SKPD maupun SKPKD dalam meraih opini
Wajar Tanpa Pengecualian

Indikator Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian indikator sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah di lakukan
dengan indikator presentase peningkatan pendapatan asli daerah, pada tahun
2018 pencapaian pendapatan asli daerah sebesar Rp. 64.164.285.188,- dan
pada tahun 2019 mencapai Rp. 64.309.705.604,08, dengan kata lain meningkat
Rp. 145.420.416,08.

11
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Formula yang digunakan adalah Jumiah PAD (n) / Jumiah PAD (n-1}) +
Target (n) x 100% yaitu Rp. 64.309.705.604,08 / 64.164.285.188 +
20.342.069.526 = 76,10%

Pendapatan Asli daerah Kota Kotamobagu pada tahun 2019 terdiri dari jumlah
pajak sebesar Rp. 20.443.606.079,- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan sebesar Rp. 1.620.502.125,- Jumlah lain-lain PAD yang sah terdiri
jasa giro kas daerah, jasa giro SKPD, bunga deposito dan penerimaan lain-ain
sebesar Rp.  31.921.842.689,03 dan jumlah  retribusi  sebesar
Rp.10.323.754.711,05,- sehingga total PAD Kota Kotamobagu sebesar Rp.
64.309.705.604,08.

Hambatan dalam pencapaian pada pajak bumi dan bangunan dimana sejumlah
objek pajak tidak berdomisili di wilayah Kota Kotamobagu sehingga sulit
melakukan penarikan pajak serta kurangnya kesadaran wajib pajak dalam
menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak.

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengintesifkan penarikan PBB melalui
perangkat desa dan kelurahan,

Indikator Presentase Silpa terhadap APBD

Pada tahun 2019 direncanakan presentase silpa terhadap apbd sebesar 2% dan
terealisasi 4,27% dari APBD 2019.

12
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Realisasi Anggaran

Tabel 5. Realisasi Anggaran Tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Kotamobagu

Opini Badan
Pemeriksa Keuangan
RI

Peningkatan PAD
Presentase Silpa
terhadap APBD

10%
2%

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan
pelaporan keuangan
akhir tahun

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

1. Penyusunan
Rancangan Peraturan
KDH tentang
Penjabaran APBD

2. Penyusunan
Rancangan Peraturan
KDH tentang
Penjabaran
Perubahan APBD

3. Penyusunan
Rancangan Peraturan
KDH tentang
Penjabaran
Pertanggung
jawaban pelaksanaan
APBD

4. Penyusunan system
informasi
pengelolaan
keuangan daerah

5. Peningkatan
manajemen
asset/barang daerah

6. Revaluasi/appraisal
asset/barang daerah

7. Penyusunan standard
satuan harga

8. Pengelolaan kas
daerah online dan
aplikasi informasi
pencairan sp2d

9. Pembinaan dan
Evaluasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
dan Desa

10. Pengamanan
Barang Milik Daerah

11. Penghapusan dan
Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah

12. Penyusunan dan
Penertiban SPD

13. Pengelolaan dan
Pelaporan Dana
Transfer

14. Pembinaan,
Koordinasi,
Pengelolaan,
Penatausahaan

777.473.975

280.867.375

208.941.100

193.538.800

83.368.800

272.038.640

254.520.500
10.070.900
71.319.600

94.230.600

54.925.600

187.345.450

13.168.100
203.200.000

104.216.900

538.617.250

500.434.300

399.414.600

218.097.300

153.874.100

499.999.400

199.999.700
14.999.700
149.999.000

207.401.400

55.000.000

199.950.000

25.032.850
250.205.000

364.760.375

100

4 Lap

4 Lap

SKPD
1Lap

1 Dok
2 Dok
25.000
Trnsksi

59
SKPD/

30 Dok
SKPD
10.000

Dok
100%

1 Dok

776.188.069

175.427.245

165.013.094

185.392.050

80.884.152

265.338.200

222.397.500
9.010.300

69.574.000

89.840.082

4.900.800

141.847.050

12.960.550

200.948.699

104.207.122

99,83

62,46

78,98

95,79

97,02

99,01

87,38
89,47
97,55

95,34

8,92

75,71

98,42
98,89

99,99
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Perbendaharaan Non
Kegiatan

15. Monitoring dan
Evaluasi Sumber-
Sumber PAD

16. Pembinaan dan
Pengendalian teknis
Sistem Akuntansi
SKPD

17. Pengawasan,
Penertiban dan
Penyelesaian
Keberatan Sumber-
Sumber PAD

18. Intensifikasi
Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah

19. Ekstensifikasi
Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah

20. Jasa Transaksi
Keuangan

21. Pemutakhiran Data
Objek dan Wajib
Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan
dana Perkotaan/Zona
Nilai Tanah/Nilai Jual
Objek Pajak/Peta
Pajak dan Daftar
Biaya Komponen
Bangunan

22, Kajian
Perda/Perwa/SK/SOP
dan Sosialisasi
Perda/Perwa/SK/SOP
Pajak dan Retribusi
Daerah

23. Pengelolaan Pajak
Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan
Perkotaan/Bea
Peralihan Hak atas
Tanah dan Bangunan

24. Penyusunan Analisis
Standar Belanja

30.308.900

132.990.800

53.983.650

639.750.000

199.650.000
105.000.000

1.039.363.200

77.577.850

94.477.000

193.885.431

131.240.000

149.870.200

105.199.000

190.345.600

350.000.000
150.000.000

5.400.000.000

450.000.000

892.054.000

193.885.431

1 Dok

120
Org

90%

)
Objek

1 Jenis
42.857

Trnsksi
90%

95%

2000
Objek

1 Dok

18.385.200
19.420.350

128.665.750

53.557.050

586.829.770

198.724.350
69.727.500

1.035.080.875

77.441.632

53.527.000

54.319.375

60,66
100

96,75

99,21

91,73

99,54
66,41

99,59

99,82

98,99

28.02
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Sistem Akuntabilitas Kinerja Instanst Pemerintah (SAKIP)
BPKD Tahun 2018

BAB 1V
PENUTUP

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu,
berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tipe A. Memiliki tugas penting yang bersifat Integral di dalam Pelaksanaan Tugas Pokok
dan Fungsi yaltu menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagaimana telah tertuang
dalam Rencana Kerja Tahun 2019,

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai Misi Strategis dalam membantu
Walikota untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang akurat, menuju
pelayanan prima sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan
lancat dan terkendali.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selang Tahun 2019 dengan keterbatasan
yang ada secara umum relatif baik. Namun demikian terdapat beberapa kendala
seperti:

1.  Terbatasnya kualitas personil baik PNS maupun Non PNS, keadaan ruang kantor
yang belum memadai serta terbatasnya sarana dan prasarana

2.  Penataan Tentang pengeluaran keuangan daerah sering berubah pada tatanan
tekhnis

3. Pemahaman tentang pengelolaan keuangan untuk pejabat fungsional
(pengelolaan Keuangan) di SKPD masih kurang

4.  Dalam menyusun laporan keuangan, sangat diharapkan pemahaman SKPD untuk
menyusun laporan keuangan setiap SKPD, solusinya adanya sosialisasi kepada
pejabat pengelolaan keuangan disemua SKPD

Untuk tahun mendatang, masih banyak hal yang perlu dibenahi secara terus menerus
agar pelaksanaan tugas pada akhirnya benar-benar sesuai dengan Tugas Pokok dan
Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah itu sendiri.

Mencermati Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu di Tahun
2019, maka untuk mendorong peningkatan kinerja tahun 2019 dapat disarankan hal-hal
sebagai berikut:
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Sistem Akuntabifitas Kinerja Instansi Pemerintah {SAKIP)

BPKD Tahun 2019
1. Perlu adanya penambahan PNS;

2. Pelaksanaan Diklat/Pembekalan bagi PNS guna meningkatkan kualitas SDM;

3. Penambahan tenaga teknis untuk pengelolaan PAD dan PBB-P2

4, Peningkatan sumber daya Aparatur pengelolaan Pendapatan, pengelolaan Keuangan

dan Aset daerah.
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PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JI. Ahmad Yani no. 02 no. Telp (0434) 25028 Kotamobagu kode pos 95711

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Kotamobagu;

Menimbang

p

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota
Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 4680);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan
rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun
dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja
serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertujuan:

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan
dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk
perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan
ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 2019

Plt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah

NIP. 19681206 199403 2 008



LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : NOMOR: TAHUN 2019
TANGGAL 2019
Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama Formula Sumber Data Pel}zagag;mg
Persentase Peningkatan PAD Jumlah PAD (n) / - Bidang Pendataan BPKD
Jumlah PAD {n-1) + dan Pendaftaran
Target PAD (n)x100% | . Bigang Penagihan

Pajak
Predikat Pengelolaan Predikat WTP - Bidang Anggaran BPKD
Keuangan - Bidang Akuntansi

dan Pelaporan
Presentase Silpa terhadap Jumlah Silpa / - Bidang Anggaran BPKD
APBD Jumlah APBD x 100

Plt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah

NIP. 19681206 199403 2 008




KESELARASAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTAMOBAGU

Tersedianya

2 Dokumen| 193,538,800

Meningkatnya Opini Badan Pemeriksa WTP 6,763,796,971{Meningkatnya Jumlah Dokumen LKPD 5 1,104,003,575 Jumlah Dokumen
Kualitas Keuangan Republik Pelaporan dan Dokumen Dokumen Ranperda/Ranperkada
Pengelolaan Indonesia (BPK-RI) Keuangan Tepat Pertanggungjawaban Ranperda/Ranperwa [tentang
Keuangan Dan Waktu Pelaksanaan APBD [tentang Pertanggungjawaban
Manajemen Barang Pertanggungjawaban |Pelaksanaan APBD
Milik Daerah APBD dan Peraturan
Walikota tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
APRD
Presentase SILPA 2% Tersedianya Jumlah Dokumen 3 Dokumen 777,473,975
terhadap APBD Dokumen Laporan  |Laporan Keuangan
Keuangan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
Terlaksananya Jumlah pengelola 180 orang
pembinaan Sistem  |keuangan SKPD yang
Akuntansi SKPD diberikan bimbingan
teknis penyusunan
Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya regulasi [Jumlah dokumen 3 dokumen
pengelolaan peraturan kepala daerah
keuangan dan tentang pedoman
akuntansi pengelolaan keuangan
pemerintah daerah |dan akuntansi
pemerintah daerah
Terlaksananya Jumlah dokumen Berita | 540 BAR 132,990,800
rekonsiliasi antara  |acara Rekonsiliasi yang Kas
SKPDdan PPKD | giterbitkan 180 BAR
Persediaan
2 BAR
kolektif

Dana BOS
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Terwujudnya waktu |Penetapan APBD Tepat 799,616,275|Tersedianya Dokumen DPA dan 46 SKPD 13,168,100
penetapan APBD Waktu Dokumen'DPA,, DPPA SKPD 4000 SPD
DPPA dan SPD SKPD |Dokumen Permohonan
Permintaan SPD SKPD
Tersedianya Jumlah Dokumen 1 Laporan Realisasi lumlah Laporan Sesuai 5 Jenis 203,200,000
Standarisasi Harga [Standarisasi Dokumen Dana Transfer Regulasl
Barang dan Jasa
Terwujudnya Jumlah SPD yang 100% 83,368,800
pelaksanaan dan  |diterbitkan
Pengendalian APBD
Terwujudnya lumlah Laporan Dana | Tepat Tersusunnya Jumlah Dokumen|2 Dokumen| 280,867,375
Laporan Dana Transfer Waltu dokumen Ranperda |Ranperda dan
Transfer Tepat dan Ranperkada Ranperkada APBD yang
Waktu tentang APBD disusun
Tersusunnya Jumlah Dokumen 2 Dokumen| 208,941,100
Dokumen Ranperda|Ranperda dan
dan Ranperkada|Ranperkada Perubahan
tentang  Perubahan|apBD yang disusun
APBD
Tersusunnya Jumlah Dokumen|1 Dokumen 10,070,900
Standarisasi Harga  |Standarisasi Harga
Pengelolaan BMD |Penatausahaan BMD ([Total 768,830,190 |Terlaksananya Jumlah Penelaahan 45 OPD 272,038,640
yang Sesuai dengan |Pemerintah yang 8MD Perencanaan RKBMD dan RKPBMD
Ketentuan memadai Pemkot Penganggaran BMD
Optimalisasi 8 Unit
Pemanfaatan BMD  [fumlah BMD yang
dimanfaatkan Pihak Lain
Rekonsiliasi BMD Jumlah OPD yang 120 UPB
melaksanakan
Rekonsiliasi
Terlaksananya Jumlah BMD  vyang| 450PD 54,925,600
inventarisasi BMD  [dilaksanakan
Inventarisasi
Terlaksananya Jumlah  Aset tetap 15
Sertifikasi Aset tetap|Tanah yang di sertifikasi | Bidang
Tanah
Terlaksananya Jumlah penghapusan 80% dari 187,345,450
Penghapusan BMD |BMD yang tidak usulan
dipunakan SKPD
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Objek Pajak yang

faktual

Potensl dan Target

Penerimaan PAD

Penerimaan PAD

Terlaksananya Jumlah 80% dari
Pemindahtanganan |Pemindahtanganan usulan
BMD BMD SKPD
Revaluasi BMD untuk{lumlah  BMD  vyang| 327 Unit 254,520,500
kebutuhan Neraca |dilakasanakan Penilaian
dan
Pemindahtanganan
Meningkatnya Capaian Opinif WTP 269,767,100 |Terselenggaranya  |Terbitnya SP2D 15.500 71,319,600
Pengembangan Pengelclaan Keuangan Pengelolaan kas Dokumen
Pengelolaan Daerah daerah online dan
Keuangan Daerah aplikasi informasi
pencairan SP2D
Terselenggaranya Tercapainya 45 SKPD 94,230,600
Pembinaan dan{pemahaman tentang| dan 15
evaluasi pengelolaan|pengelolaan keuangan| Desa
keuangan daerah|daerah dan desa
dan desa
Terselenggaranya Tercapainya 34 SKPD 104,216,900
Pembinaan [jpemahaman
Koordinasi, perbendaharaan  oleh
Pengelolaan, SKPD, sinkronisasi data
Penatausahaan perbendaharaan dengan
Perbendaharaan Nonlinstitusi
Kegiatan terkait,pengelolaan dan
penatausahaan
perbendaharaan  non
kesiatan wvane tertih
Peningkatan Pendapatan 10% Peningkatan Mutu|Peningkatan  Target| 100% 1,956,168,050 [Terlaksananya Terpenuhinya 70% 105,000,000
Asli Daerah Pengelolaan  dan|Pendapatan dari objek Pembayaran Jasa|Permintaan Jasa
Pelayanan Pajak yang ada Bank Transaksi Perbankan
Pendapatan Asli
Daerah Sektor Pajak
Pemutakhiran sistem/| 50% Meningkatkan Terlaksananya 95%
peralatan pengelolaan Kerjasarmma Pemkot|Perjanjian Kerja Sama
pajak berbasis online dan Perhankan
Pemenuhan Databasel 20% Memaksimalkan Tercapaianya Target| 100% 639,750,000
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Mengoptimalisasikan|Terciptanya basis data| 100% 1,039,363,200
pengelolaan  dats,|PBB-P2,
perhitungan  Nilai|Restoran/rumah Makan,
Jual Objek Pajak dan]Hotel, RumahKost,
Penetapan Pajak|Hiburan dan  Pajak
Daerah Reklame Papan Nama
{PRPN}
Memberikan pelayanan| 100%
maksimal terhadap
Wajib Pajak
Memaksimalkan 100%
perhitungan Nilai Jual
Objek Pajak  dalam
penerbitan Surat
Pemberitahuan  Pajak
daerah Terhutang
(SPPDT) PBB-P2 dan
surat Ketetapan Pajak
Daerah {SKPD)
Tersedianya Tersedianya Ranperda| 50% 77,577,850
Ranperda dan Perda,|Dan Perda Pemungutan
Raperwa Dan Perwal|Pajak Daerah
Pemungutan Pajak
Daerah
Tersedianya
Ranperwako dan
Perwako Pemungutan
Pajak Daerah
Tersedianya Rancangan
SK Kada dan 5K Kada
Tentang Pemungutan
Pajak Daerah
Tersedianya sop
Pemungutan Pajak
Daerah
Tercapainya Pemutakhiran Data Base| 20% 94,477,000

Peningkatan Sumber
- Sumber
Pendapatan  Pajak|

Daersh

Wajib Pajak Daerah
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Penyelesaian
Pengaduan Perpajakan
Daerah

Meningkatnya Presentase Objek| 100% 283,942,550 |Kepatuhan Wajib|Penepgakan  Peraturan| 100% 53,983,650
Objek Pajak Pajak yang dikelola Pajak dalam|Daerah maupun

melakukan Peraturan Walikota

pembayaran  pajaklyang mengatur Pajak

yang tepat waktu|Daerah

dan sesual dengan

Peraturan  Daerah

maupun  Peraturan

Walikota mengenai

Pornaialan

Monitoring danjAkurasi update Objek{ 100% 30,308,900

evaluasi  terhadap|Pajak Daerah di

penerimaan lapangan

Pendapatan Asli

Daerah

Ekstensifikasi Penagihan Objek Pajak{ 100% 159,650,000

sumber-sumber

Pajak Daerah

baru
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CASCADING DADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

. »

KEPALA BADAR
Oplnf Padan F 52 Repuklik Ind {BPK-RI}
SASARAN Penlngkatan Pendapatan Asl Dasrzh
Presentase SILPA terhadap APBD
Predikat Pengelofaan Keuangan
INDIKATGR
SASARAN Persentass Peningkatan PAD
Presentass 5ILPA terhadap APBD
] WDANG AKUNTANSI GAN PILAPORAN KIUANGAN | ——— EIDANG ANGTARAN BIPANG ASET — EIDANG PERBINCAHARAAN BIDANS PLNDATAAN DAN PERDAFTARAN r— CIDANG PENAGK IAN PAIAK
Terwudnya wakiu penetspan APBD
Tersedlanya Standarisasi Harga Barang dan Jasa
SASARAN | Meningkatnya pefaporan keuangan tapat SASARAN _ _ SASARAN Pangelotaan BMD yang Sesuat dangan SASARAN b Pengalol SASARAN K dan Palay SASARAN teningkatnya Objek Pajak
PROGRAM wakty APBD dent PROGRAM Ketantuzn PROGRAM Kauangan Daerah PROGRAM Pandapatan Asti Dzerah Sektor Pajak PROGRAM s
[Terwujudnya Laporan Cana Trensfer Tepat Waktu
INGIXATOR INDIRATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR
ah Dokumen LKPD ks A
SASARAN e B e obD sasanay | 1mioh Dokumen LXPD dan Partincrungawatan sasaay [ PammisabainBlin Pemariiihjang SASARMN | Capyfan pinl Pangalolaan Kavargan Daerah SAsAgaN | Penrekaan T::;": Pendapatan dart ok SASARAN | Presertase Objk Pajah yarg dikelota
program f PROGRAM PROGRAM m PROGRAM PROGRAM g PROGRAM
SUB BIDANG VERIFULASI DAN PERCATATAN AKUNTARS) | |—— SUS BIDANG PINVUSUNAN APRD DAN EVALUAST U3 NDANG FEMILHARLAR SAN PEMANFAATAN — SUUD EIDANG PERBENGAHARAAN $Ua BIDANG PENDASTARAN DAN PENDATAAN — < EB SIDANG PENAGIHAN PAIAY
Tarkusuanyd dakumas Ranpurds dan Rinparkada ek P eRgINEZNrEn
tentang AFED £MD Mengoptimalsxzikan pangaiolaen data,
SASARAN | Torlaksananya rekanziTiasi antars SKPD SASARAN — SASARAN SASARAN | Tersclenggaranya Pangefclann kza dasrsh onling SAEARAN - SASARAN
Dokumen Ranperda & parhitingan il Jusl Gbjak Pajak dan Ekstansifkast sumber-sumber Pajak Caarahy
PROGRAM dan PPED PROGRAM tanterg Parutuhan APBD PROGRAM Optimallsasi Pemantaatan BMD PROGRAM dan aplikas! Informas; pancalran SP20 PROGRAM ‘Panetapen Pajak Dasrah PROGRAM
Tersusuntya Standarisas! Harga Rekongilas] BMD
Terdptanya basis dzta PEB-P2, Restoran/rumah|
Jumiah MTP?DR::‘”::::: Ranperkada Jumiah Panelaahan RKBMD dzn RKPEMD Makan, Hotal, RumahKost, Hiburan dan Pajak
& Reidzma Papan Nama (PRPN)
INGIXATOR o INDIKATOR | Jumlah Dokumen Ranperds dan Renperkada INDIXATOR INDIRATOR INDIKATOR | Mamberi terhadep INDIKATER
tah doki !
SASARAN ’:T,::;fmm:;:',:mr SASARAN Parubahan APEDyang dausun sasapany | JumlshBMO yangdimantaatian Pruak tain SASARAN TarbhryasPan SASARAN Wajb Pajak SASARAN Penagihan Objek Polak bart
PROGRAM ¥ PR PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRANM
Mamuabaimalkan parhitungan Nilsi fual Obfak
lurntsh b orall Pajak dalam penarbfan Surt Pamberitahusn
Home Bokumen Standurcas! Hurga “umish@PD yara Palak caarah Tarhutang [SPPOT) POD-P2 dan
surat Ketetapan Pajak Daersh {SKPD)
— SUR BIDANG PELAPORAN KEUANGAN — SUBEDANG PELAKSANARN DN PENGENDALIAN APDT SUB EIDANT INVENTARISAS| DAN DOKUMENTAS] — SUB BDANG BELANIA NON EEGTATAN SUD SIDANG DONUMEINTAS| DAN FENGGLAHAN DATA. | et SUBBIDANG "m,:zn;'rml PLNYEL=ALAN
Tarsadianys Dokuman . ey
Ranpards/Ranperwa tatang yarg . Terltksenanya Pembiyaran Jisa Bank aalb Pajak dal
SASARAN SASARAN | OPA, DPPA dan SPD SKPD SASARAN SASARAN . L on SASARAN Maningkaikan Kerjasama Pemkot dan SASARAN | pembayaran pajili yang tepat waktu dan
PROGRAM d Dokumen Laparan PF ' PROGRAM Tarlaksa Sertiikes! Aset tatap Tanah R Kegletan PROGRAM Parbankan FROGHAM | sesual dengan Peraturan Daefah maupun
Pemurintah Caerah oraksanama P Jant ° Memakstmalkan Potaral dan Target Parsturan Wallkota menganal Parpajakan
? PAD
Jumnlan Dokumnan Ranparda/Ranporkeda Terpanuhlmya Permimiasan Jasa Transaks!
: Jumnlah BMD yang dilak k h
INEIEATOR tentang Partanggunginwaban INDIKATOR Cokumen DPA dan DPPASKPD woneaton | T kil b ) whandahirasn ofeh INDIRATGR Parbarkan INGIKATOR | Penegaken Pesaturan Daarah maupun
SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN ’ ¥ SASARAN Tarakaansnys Parjan]lan Knrja Sama SASARAN | Poraturan'Walikota yang mengatur Prak
PROGRAM Jumlah Dokuman Laporan Ksusngan PAOGRAM Dekuman Permohonan Permintasn SPO SXPD PROGRAM Jumlsh Asot tota " " . Institus] PROGAAM Dawsh
Pamorintah Dzorah P L parbendaharaan non kaglaten yang tertib ! v Turcagalanya Targat Penarimaan PAD
| [ sUSUDANGPEMIINAANDARIVAWGASISUTEM | ] SUZ BIDANG DARA TRARSFER SUB BIDANG DaN L— s FEMBNARN KEUAHGAN DAERAM BAN DESA SUBGIDANG PERHITUNGAN DANFENERETTARSUAAY | | | 510 poosvs PENGAWASAN AN PENERTISAN
AKUNTANSL KETETAPAM
Terlaksananya pembinzan Sistam Tarsedlanya Ranperda dan Perds, Raperwa Dan
Tertaksananya Panghapusan BMD u
SASARAN Hlmans! S0 SASARAN § SASARAN SASARAN Torsalarggaranya Pambinaan dan gvaluas! SASARAN Parwa Pamungutan Pajak Daerah SASARAN Mglakukan monfioring dan ovaluazt
m Laporan Realisasl Dara Trarsfar PADGRAM PROGRAM pengelolaan kauangan daeroh dan desa PROGRAM pRoGRap |  terhodsp penerimaan Fendapstan Ast
k:mmn o ':;:"‘ paeriieh Torlaksanamya Pamiadahtanganan BMD e Tercapalnva Feningkatan Sumber - Sumber Dawrsh
Haerzh Terlaksananya Fenllalan BMD Pendapatan Pajak Daerah
Jumlah pengelala keuangzn S5PC yang tumtah penghapusan BMD yang thiak Ti o Perds
dberfian bimbingan tekn's penyusunan diguniken Pajsk Daarah
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bausngan can akurtaael pamerimtah Jumish BMD yang difakasanakan Puntisls
dunah um b nPeriislan Pemitakhiran Daus Sase Walib Pajat Dasrah
Penysicaalan Pengaduan Perpajakan Daerah




RENCANA AKSI ATAS KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019

- L e . . o INDIKATOR . BULAN PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN PROGRAM / TARGET " TAHAPAN y PROGRAM o
KEGIATAN
A
_ 1]2]al4]s[sl7[8]a]10][11]12 .
1|Meningkatnya Kualitas | ¥ Oplni BPK PROGRAM PENINGKATAN Persentase 100% 777,473,976
Pengelolaan Keuangan PENGEMBANGAN SISTEM peningkatan Kualitas
Dan Manajemen Barang PELAPORAN CAPAIAN KINERJA [OPD dalam
Millk Daerah DAN KEUANGAN pneyusunan Laporan
Keungan
2 Peningkatan PAD 1 |Penyusunan Pelaporan Cakupan Jumiah 3 Dokumen Penyusunan LKPD Unaudited BIDANG AKUNTANS! | Rp 777,473,975
Keuangan Akhir Tahun Pelaporan Keuangan Penyusunan/Penyesuaian LKPD Audited DAN PELAPORAN
Alhir Tahun sesuaf LHP BPK KEUANGAN
Penyusunan Laporan Semester |
Penginputan Saldo Awal LKPD N
3 Persentase Silpa Bimbingan TeknisfPendampingan
terhadap APBD Penyusunan LK SKPD
Petaporan SIKD (Sistem Informasi Keuangan Y
Daerah) &
Rekonsiliasi Hadan/Bulanan Kas Daerah ;
PROGRAM PENINGKATAN DAN Persentase Belanja 20% Rp 4,598,739,196
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN |Pendidikan
KEUANGAN DAERAH
Persentase Belan]a 10%
Keschatan
Perbandingan antara §9.6%
Belanja Langsung
dengan APBD
Persentase Sllpa 1.57%
Bagl Hasll 0.69%
Kabupaten/iota dan
Desa
Perbandingan antara 40.6%
Belanja Tidak
Langsung dengan
APBD
1 |Penyusunan Standar Satuan Tersedianya Dokumen| 2 Dokumen Survei Harga Barang dan Jasa ke Pihak BIDANG ANGGARAN | Rp 10,070,900
Harga Standar Satuan Harga Ketiga
Permintaan Daftar Harga Barang dan Jasa
Kepada OPD
Pembuatan SK Standarisasi Barang dan Jasa
Pemkot Kotamobagu TA 2018
2 |Penyusunan Rancangan Tersedianya Dokumen (4 Laporan Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah BIDANG ANGGARAN | Rp 280,867,375
Peraturan KDH tentang Rancangan Peraturan perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan
Penjabaran APBD KDH tentang RKA-PPKD
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SASARAN

&

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR
PROGRAM {
KEGIATAN .

TARGET

TAHAPAN

BULAN

. PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM.

ANGGARAN

n
-

715

I

Penjabaran APBD

Penyusunan dan Pembahasan RKASKPD
dan RKA-PPKD serta penysunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD

Penyampalan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD kepada DPRD

Persetdjuan bersarma DPRD dan Kepala
Daerah

Meonyampaikan Rancangan Peraturan Dasrah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
kepada Gubemur untuk dievaluasi

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Penyempurnaan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi
yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan
DPRD tentang penyempumnaan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APED

Penyampaian Keputusan pimpinan DPRD
tentang penyempurnaan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD kepada
Gubemur

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD sesuai dengan hasil
evaluasi

10

Penyampaian Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD kepada Gubemur

Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD

Tetrsedianya Dokumen
Rancangan Peraturan
KDH tentang
Penjabaran
Pefubahan APBD

4 Laporan

Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah
perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan
RKA-PPKD serta Penyusunan Rancangan
Perda tentang Perubahan AFPBD dan
Rancangan Perkada tentang Penjabaran
Perubahan APBD

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD kepada DPRD

Persetujuan bersama DPRD dan Kepala
Daerah

Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD kepada Gubemur untuk
diavaluasi

BIDANG ANGGARAN

Rp

208,941,100




) INDIKATOR ] BULAN PENANGGUNG JAWAB
INDIKATCOR SASARAN PROGRAM / KEGIATAN ] PROGRAM !/ TARGET TAHAPAN . PROGRAM
. _— e KEGIATAN i R - ' "

SASARAN ANGGARAN

-

123456789]101112

5 |Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD

6 |Penyempumaan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Perubahan sesuai

hasil evaluasi yang ditetapkan dengan
Keputusan Pimpinan DPRD tentang
penyempumaan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD

7 |Penyampaian Keputusan pimpinan DPRD
tentang penyempumaan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
kepada Gubermnur

& |Penetapan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
sasuai dengan hasil evaluasi

9 |Penyampaian Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
kepada Gubernur

4 IPenyusunan Rancangan Tersedianya Dokumen| 4 dokumen 1 |Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah : BIDANG AKUNTANSI | Rp 193,538,800
Peraturan KDH tentang Peraturan KDH dan Peraturan Walikota tentang DAN PELAPORAN
Penjabaran Pertanggungjawaban |tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KEUANGAN

Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban berdasarkan LKPD Audited :
Pelaksanaan APBD

2 |Penyampaian Ranperda/Ranperwa tentang N
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD o

3 |Pembahasan Ranperda/Ranperwa tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

4 |Persetujuan Bersama Walikota dan DPRD
atas Ranperda/Ranperwa tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

5 |Pemyampaian Ranperda/Ranperwa tentang R
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |k
yang telah disetujui kepada Gubemur
Sulawesi Utara untuk dievaluasi oleh TAPD
6 |Penyesuaian Ranperda/Ranperwa tentang 1
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sesuai hasil evaluasi yang fercantum dalam
SK Gubemur Provinsi Sulawasi Utara

7 |Penetapan Ranperda/Ranperwa tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
menjadi Peraturan Daerah/Peraturan Walikota ¥




_ INDIKATOR BULAN PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN
KO SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM/ TARGET TAHAPAN PROGRAM
KEGIATAN.
5|/6|7[8|9110]11[12
8 |Penyampalan Dokumen PERDA/PERWA
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD kepada Gubemur Sulawesi Utara,
Kementerian Keuangan dan Kementarian
Dalam Negeri
Penyusunan Sistem Infermasi Tersedianya Sistem 44 SKPD 1 |Persiapan Aplikasi SIMDA untuk tahun BIDANG ANGGARAN | Rp 83,368,800
Pengelolaan Keuangan Daerah (Informasi Pengelolaan berjalan
Keuangan Daerah > [Verfkas APED
3 |Pelaporan SIKD (Sistem Informasi Keuangan
Daerah)
4 [Spending Mandatory APBD
Peningkatan Manajemen Meningkatnya 1 Laporan 1 |Penyampaian usulan RKBMD dan RKPBMD BIDANG ASET DAERAH | Rp 272,038,640
Aset/Barang Milik Daerah Manajemen 2 |Telaah RKBMD dan RKPEMD
Aset/Barang Milik
Daerah 3 |Persetujuan RKBMD dan RKPBMD
4 |Laporan RKBMD dan RKPBMD
§ [Pencatatan Barang oleh OPD
6 |Rekonsiliasi Neraca BMD
7 |Penyusunan Laporan BMD
8 |Perhitungan Penyusutan BMD
8 |Laparan BMD
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10

7 |Revaluasi/ Appraisal AseﬂBaran;i
Daerah

-Te:sedianya Dokumen
Revaluasl Appraisal
Aset/Barang Daerah

1 dokumen

Penyampaian Usulan Penilaian

Inventarisasi BMD yang akan dinilai

Pengajuan Permohonan Penitaian

Penerbitant SK Tim Penilai

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan Penilaian

Pembuatan Laporan Hasil Penilaian

Penyampaian Nitai Hasil Penilaian

Wl @ ~NO] ] W o] =

Usulan Penetapan Nilai

-
[=]

SK Penetapan Nilai

BIDANG ASET DAERAH

Rp

254,520,500

8 |Pengelolaan Kas Daerah Qnline
dan Aplikasi Informasi Pencairan
SP2D

Jumlah Transaksi
Pemindahbukuan
SP2D

25.000
Transaksi

-

Penyusunan Rencana pengelolaen kas
daerah

Menylapkan Pedoman

Konsultasi Teknis

Meneliti Dokumen SPP/SPM SKPD

Membuat Register SP2D

Melaksanakan Proses Penerbitan SP2D

Melaksanakan Rekonsiliasi Kas

Mengumpulkan Data

Menyusun dan Penyodiaan Laporan

BIDANG
PERBENDAHARAAN

Rp

71,319,600

9 |Pembinaaan dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Desa

Jumlah Pengelolaan
Keuangan Daerah dan
Desa

59 SKPD/Desa

=l @@~ O] ;| M w| N

Penyusunan Rencana pedoman pengelolaan
keuangan daerah dan desa

Melengkapi Data

Mengumpulkan Bahan Regulasi

Membuat Draft Regulasi

Meneliti Dokumen Penatausahaan keuvangan

Monitering SKPD dan Desa

~N| D] tn| ] Wl N

Melaksanakan Kegiatan Pembinaan ke SKPD
dan Desa

Monitoring dan Back Up Aplikasi

Penyampaian Laporan ke [nstansi Teknis

Koordinasi dengan Instansi teknis

Melakukan Update Aplikasi

Evaluasi Pengelofaan Keuangan Daerah dan
Desa

BIDANG
PERBENDAHARAAN

Rp

94,230,600

10 |Pengamanan Bararng Milik
Daerah

Jumlah Aset Daerah
Yang tersertifikasi

30 Dokumen

Inventarisasi Aset yang Belum Bersertifikat

Pencarian informasi keberadaan Aset

Penyusunan Dokumen Permohcnan

Pengumpulan Alas Hak Aset

BIDANG ASET DAERAH

Rp

54,925,600
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10

Dokumen Permohonan

Penyampatan Dokumen Permchonan

Pelaksanaan Pengukuran

Dokumen Sertifikat

@wle| | o]

Arsiparis Dokumen Sertifikat




' " o 1 ) ! * " L} N EY '
) . INDIKATOR , BULAN PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM I KEGIATAN PROGRAM / TARGET TAHAPAN . PROGRAM
. KEGIATAN
. 112]3[4[5]6|7|8]9[10]11([12 .
11 |Pengahapusan dan Cakupan Jumlah 44 SKPD 1 |Usulan Pemindahtanganan BIDANG ASET DAERAH | Rp 187,345,450
Pemindahtanganan Barang Milik |Barang Milik Daerah 2 |persetujuan penindahtanganan
Daerah yang dikapus dan
dipindahtanganan 3 |pelaksanaan pemindahtanganan
4 |Risalah pemindahtanganan
5 |usulan penghapusan
6 |persetujuan penghapusan
7 |SK Penghapusan
12 |Penyusunan dan Penerbitan SPD|Jumlah SPD yang 10.000 1 |Permmohonan permintaan SPD BIDANG ANGGARAN | Rp 13,168,100
diterbitkan Dokumen
2 |Penerbitan SPD
3 |Penandatangan SPD
4 [Penyaluran SPD
13 |Pengelotaan dan Pelaporan Dana | Tersedianya Laporan 100% 1 |Pelaporan DAK Fisik untuk tahun anggaran BIDANG ANGGARAN | Rp 203,200,000
Transfer Dana Transfer sebelumnya
2 |Penginputan daftar kontrak DAK Fisik
3 |Pelaporan Tahap 1 DAK Fisik
4 |Petaporan Tahap Il DAK Fisik
5 [Penyusunan Laporan DID tahun anggaran
sebelumnya
6 (Penyusunan Laporan DID Tahap |
14 |Pembinaan , Koordinasi, Terwujudnya 1 dokumen 1 |Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, BIDANG Rp 104,216,900
Pengelclaan, Penatausahaan, Pembinaan regulasi, norma, standar, pedoman dan PERBENDAHARAAN
Perbendaharaan Non Kegiatan  |Koordinasi, kriteria
Pengelolaan,
Penatausahaan, 2 |Pengadmninistrasi pomungutan dan

Perbendaharaan Nen
Kegiatan

pemotongan pungutan pihak ketiga

3 |Rekonsiliasi penatusahaan perbendaharaan
belanja nen kegiatan

4 [Meneliti dan memberikan pembebanan rincian
penggunaan atas pengesahan SPJ gaji

5 |Mencetak daftar gaji PN'S dan membuat
laporan realisasi gaji PNS

6 |Menyiapkan Surat Keterangan Penghentfan
Pembayaran (SKPP) gaji
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10

12

15 |Monitoring dan Evaluasi Sumber-
sumber PAD

Jumlah Dokumen
Evaluasl Sumber-
sumber PAD

1 dokumen

Penyusunan rencana dan program kerja

Penelitian lapangan pajak daerah, retribusi
daerah dan pendapatan daerah lainnya

Monitoring, evaluasi dan pelaporam
pelaksanaan tugas

BIDANG PENAGIHAN
PAJAK

Rp

30,308,900

16 |Pembinaan dan Pengendalian
Teknis Sistem Akuntansi SKPD

Jumtah Penanggung
Jawab Akuntansi dan
Pengelotaan
Keuangan SKPD Yang
Terfasiitasi

120 Orang

Pendampingan penginputan, rekonsiliasi dan
penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi Barang
Persediaan SKPD

Pendampingan verifikasi, rekonsiliasi dan
penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi
Pendapatan dan Belanja Dana BOS SD/SMP

Rekonsiliasi dan Penerbitan Berita Acara
Rekonsiliasi Kas Bulanan SKPD

Penyusunan/Revisi Peraturan tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Akuntansi Pemerintah Daerah

Penyusunan Aplikasi Barang Persediaan
Pemerintah Kota Kotamobagu

BIDANG AKUNTANSI
DAN PELAPORAN
KEUANGAN

Rp

132,990,800

17 |Pengawasan, Penertiban dan
Penyelesaian Keberatan Sumber-
Sumber PAD

Meningkatnya
Kepatuhan dan
Kesadaran Wajib
Pajak

90%

PERSIAPAN

Penyusunan rencana kefja sub bidang
pengawasan, Penertiban, penyelesaian
keberatan

Penyiapan perumusan kebijakan, norma,
regulasi pada sub bidang pengawasan,
penertiban, penyelesaian keberatan

. |[PELAKSANAAN

Sosialisasi ke wajib pajak terkait regulasi
perpajakan

Penelitian lapangan terkait kepatuhan wajib
pajak daerah

Pemberian sanksi ketidakpatuhan wajib pajak
daerah

BIDANG PENAGIHAN
PAJAK

Rp

53,983,650

18 |Intesifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah

Meningkatnya Polensi
Pajak

3 Objek

Pengumpulan Data objek pajak

melakukan pendataan objek Pajak

Verifikasi data objek pajak

Cetak karcis

Rekonsiliasi PBB P2

Pendistribusian SPPT

Laperan Pemmintaan Datafrealisasi

BIDANG PENDATAAN
DAN PENDAFTARAN

Rp

639,750,000

19 | Ekstensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah

Meningkatnya
Pendapatam Asli
Daerah

1 Jenis

Mengumpulkan data plutang pajak tahun n-1

Menghitung piutang pajak per objek

Melakukan penagihan piutang pajak tahun n-1

Sl N =N o|o|s|w| ] =

Msmbuat laporan piutang pajak tahun n-1

Rp

199,650,000




INDIKATOR BULAN PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM/ TARGET TAHAPAN i PROGRAM
KEGIATAN
6|7 10]11] 12
5 [Melakukan penagihan pajak tahun n
6 [Mencari objek pajak baru BIDANt:’ :f::GIHAN
7 |Membuat proyeksi capaian penerimaan pajak
tahun n
8 |Membuat proyeksi target penerimaan tahun
n+1
9 |Membuat laporan penerima pajak daerah
bulanan
20 Jasa Transaksi Keuangan Terbayarnya Jasa 42.857 1 |Surat permintaan data transaksi BIDANG PENDATAAN | Rp 105,000,000
Transaksi Keuangan Transaksi DAN PENDAFTARAN
2 |Pengumpulan data
3 |Pengolahan Data
4 {Proses/pencairan Data transaksi
5 |Laporan Realisasi transaksi
21 |Pemutakhiran Data Objek dan  |Terciptanya Basis 95% 1 |Pengumputan data objek pajak BIDANG PENDATAAN | Rp 1,039,363,200
Wajib Pajak Bumi dan Banguna, |Data Pajak Bumi dan T o DAN PENDAFTARAN
Pedesaan dan Perkotaaan/Zona |Bangunan Pedesaan 2 Observasi lapangan.venkam data
Nitai Tanah/Nai Jual Objek dan Perkataan 3 |Pengolahan data objek pajak
Pajak/Peta Pajak dan Daftar 4_|Penetapan abjek pajak
Biaya Komponen Bangunan 5 |Penyerahan cbjek pajak ke bidang penagihan
€ |Laporan rekapitulasi wajib pajak per objek
pajak
22 |Kajlan Perda/Perwa/SK/SOP dan |Meningkatkan 95% A |PERSIAPAN BIDANG PENDATAAN | Rp 77.577.850
Sosialisasi Perda/Perwa/SKISOFP |Kesadaran, — DAN PENDAFTARAN
Pajak dan Retribusi Daerah Kepatuhan dan Sadar 1 [Perencanaan Kajian Perda/Perwa/SKISOP
Pajak 2 |Pembentukkan Tim Kajian
3 |Analis Kajian Teknis
B. |PELAKSANAAN
1 |Persiapan permintaan/Pengumpulan Data
2 |Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kajian Teknls
Dan data
3 |Observasi dan Pelaksanaan Kegiatan Kajian
4 |Sosialisasi Regulasi Perpajakan
5 |Pelaporan
23 |Pengelolaan Pajak Bumi dan Jumlah Target Pajak Peningkatan | 1 [Penyusunan rencana dan program kerja BIDANG PENDATAAN | Rp 94,477,000
Bangunan Pedesaan dan Bumi dan Bangunan Potensi Pajak 1K Tasl Tekmi DAN PENDAFTARAN
Perkotaan/Bea Peralihan Hak Pedesaan dan Daerah onsultas) Teknis
atas Tanah dan Bangunan Perkotaan/Bea 3 |Pemutakhiran Basis Data PBB-F2
Peralihan Hak atas -
Tanah dan Bangunan 4 |Pengawasan/Pemeriksaan Lapangan
5 |Entry data PBB-P2
6 |Tabulasi Data PBB-F2
7 |Penstapan PBB-P2
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., L | " .. INDIKATOR. , S . ‘ gutan. - |-PENANGGUNG JAWAB |
: ‘SASARAN © | -INDIKATOR SASARAN PROGRAM | KEGIATAN - PROGRAM/ | TARGET . L . TAHAPAN : = .- - . ’ PROGRAM
JRCENF e v S B KEGIATAN.. . - o o 3 : i Tt
5o " - - . : 1]2]3la]slelz{a]a]t0{1 ][]
8 |Rekonsiliasi Data
Laporan
24 |Penyusunan Analisis Standar Tersedianya dokumen | 1 dokumen 1 1Survei Harga Barang dan Jasa ke Pihak BIDANG ANGGARAN | Rp 193,885,431
Belanja standar belanja Ketiga
2 |Permintaan Daftar Harga Barang dan Jasa I l
Kepada OPD
3 |Pembuatan SK Standarisasi Barang dan Jasa I
Pemkot Kolamobagu TA 2019
Mengetahui,
PLT. KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU
Hi. INONTAT MAKALALAG, SE
PEMBINATKT |

NIP. 19681206 199403 2 008




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hj. INONTAT MAKALALAG, SE
Jabatan . PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Ir. TATONG BARA
Jabatan : WALIKOTA KOTAMOBAGU
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019
Pihak Pertama Pihak Kedua

| Ol

Hj. INONTAT MAKALALAG, SE Ir. Hj. TATONG BARA
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Opini Badan | Pemeria

1 | Keuangan Republik E;icgzag " Pengsiciaan WTP
Indonesia (BPK-RI) g

2 | Peningkatan  Pendapatan | Persentase 10%
Asli Daerah Peningkatan PAD

3 | Presentase SILPA terhadap | Presentase SILPA 2%
APBD terhadap APBD

Program Peningkatan Pengembangan | 342.478.975 |

1 | Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
5 Program Peningkatan dan Pengembangan 3.765.403.265
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pihak Kedua

Hj. INONTAT MAKALALAG, SE Ir. Hj. TATONG BARA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hj. INONTAT MAKALALAG, SE

Jabatan : SEKRETARIS BPKD KK

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Hj. INONTAT MAKALALAG, SE

Jabatan : PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019
Pihak Pertama Pihak Kedua

Hj. INONJTAT MAKALALAG, SE Hj. INONTAT MAKALALAG, SE
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.| SASARANSTRATEGIS | INDIKATORKINERJA | TARGET
m @ @ @
1. | Meningkatnya  Pelayanan Cakupan Layanan | 100 %
Administrasi Perkantoran Administasi
2 perkantoran
" | Meningkatnya Peningkatan Cakupan Layanan |95 %
saran dan prasarana Sarana dan
Aparatur Prasarana
Aparatur
- NO. - KEGIATAN ANGGARAN KET
1 |Program  Pelayanan  Administrasi " 845.245.200
Perkantoran
2 ~ | Program Peningkatan saran dan prasarana 76.988.600
Aparatur
Pihak pertama Pihak kedua

Hj. INONTAT MAKALALAG, SE

Hi. INONTAT MAKALALAG, SE




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HELFRITS LAHIMADE, S.KOM
Jabatan . KEPALA BIDANG ANGGARAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Hj. INONTAT MAKALALAG, SE
Jabatan : PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak pertama Pihak kedua

-

HELFRITS LAHIMADE, S.KOM Hj. INONTAY MAKALALAG, SE
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No. SASARAN STRATEGIS INDIKAT_OR'KINERJA TARGET
1 Terwujudnya waktu benetépéh Penetapan APBD Tepat
APBD Waktu
Terwujudnya pelaksanaan dan | Persentase SKPD yang 100%
2 | Pengendalian APBD melakukan belanja tepat waktu
Terwujudnya Laporan Dana Laporan Dana Transfer Tepat
3 | Transfer Tepat Waktu Waktu
NO. PROGRAM ANGGARAN KET
1 .
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 729.960.475
Keuangan
Pihak Pertama Pihak Kedua

=

HELFRITS LAHIMADE, S.KOM

\

Hj. INONTAT MAKALALAG, SE




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SAIFUDIN M. IMBAN, SE
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN APBD DAN EVALUASI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : ROUSSY M. E. TEROK,SSi
Jabatan : STAF SUB BIDANG PENYUSUNAN APBD DAN EVALUASI
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak pertama Pihak kedu

f

ROUSSY M. E. TEROK, SSi SAl M. IMBAN, SE
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

e

ROUSSY M. E. TEROK, SSi

' No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET -
1 Tersedianya Dokumen Standar | Jumiah Dokumen Standar 1 Dok
Satuan Harga Barang / Jasa Satuan Harga Barang / Jasa
NO. KEGIATAN ANGGARAN KET
1 Penyuéurian Standar Satuan Harga 26.320.900 ]
Pihak Pertama Pihak Kedua

SAIFU M} IMBAN, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SAIFUDIN M. IMBAN, SE
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN APBD DAN EVALUASI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : HELFRITS LAHIMADE, S.KOM
Jabatan : KEPALA BIDANG ANGGARAN
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak pe Pihak kedua

SAIF . IMBAN, SE HELFRITS LAHIMADE, S.KOM
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

No.
1 | Tersedianya Dokumen RKA Jumiah Dokumen RKA dan | 44 SKPD
dan RKAP SKPD RKAP SKPD
NO. KEGIATAN ANGGARAN KET
Pihak Kedua

HELFRITS LAHIMADE, S.KOM




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MOH. RISMAN MASLOMAN, SE
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG DANA TRANSFER

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : HELFRITS LAHIMADE, S.KOM
Jabatan . KEPALA BIDANG ANGGARAN
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak pertama Pihak kedua

{

MOH. RISMAN MASLOMAN, SE HELFRITS LAHIMADE, S.KOM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA | TARGET
1 Tersedianya l.aporan Realisasi | Jumlah Lapdran Realisasi 5 Jenis
SKPD
NO. KEGIATAN ANGGARAN KET
1 Penyusunan sYstem informasi pengeloléan ~ 89.613.000
keuangan daerah ‘
2 | Pengelolaan dan Pelaporan dana transfer 192.200.000
Pihak Kedua

MOH. RISMAN MASLOMAN, SE

HELFRITS LAHIMADE, S.KOM




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SRI PURNOMO NINGSIH K, SE
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN APBD

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : HELFRITS LAHIMADE, S.KOM
Jabatan : KEPALA BIDANG ANGGARAN
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak pertama Pihak kedua

SRI PURNOMO NINGSIH K, SE HEL LAHIMADE, S.KOM
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET |
1 [ Tersedianya Dokumen DPA | Jumiah Dokumen DPA dan | 44 SKPD_
dan DPPA SKPD DPPA SKPD
NO. KEGIATAN ANGGARAN KET
1 Penyusunan rancangan peraturan KDH 226.717.375
tentang penjabaran APBD
2 | Penyusunan rancangan peraturan KDH 181.941.100
tentang penjabaran Perubahan APBD
3 | Penyusunan dan penerbitan SPD 13.168.100
Pihak Pertama Pihak Kedua

SRI PURNOMO NINGSIH K, SE

HELFRITS LAHIMADE, S.KOM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Hj. INONTAT MAKALALAG, SE
Jabatan : PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak kedua

ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP Hj. INONTAT MAKALALAG, SE
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS

TARGET

No. ' INDIKATOR KINERJA
1 | Pengkinian Data Objek Pemenuhan Database 15%
Pajak Objek Pajak yang
factual
2 Pengelolaan Data Pengadaan Sistem 20%
Singkronisasi Data Berbasis | Pengelolaan Pajak
IT secara elektronik
3 Intensifikasi Sumber- Peningkatan Target 100%
Sumber Pendapatan Daerah | Pendapatan dari Objek
Pajak yang ada
NO. PROGRAM ANGGARAN KET
1 Program Peningkatan dan Pengembangan 1'.570.020.550
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pihak Kedua

Hj. INONTAT MAKALALAG, SE




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YUSNAR O. MALURENG, SE
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENILAIAN DAN PENGADUAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak pertama ak kedua /

YUSNAR O. MALURENG, SE R ZALDI RUSMAN, S.STP
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
No. | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA - TARGET
1~ | Intensifikasi Sumber-sumber Peningkatan target 3000 OP
Pendapatan Daerah Pendapatan dari Objek
Pajak yang ada
NO. KEGIATAN | ANGGARAN KET
1 Kajian Perda/Perwa/SK/SOP dan Sosialisasi 77.577.850
Perda/Perwa/SK/SOP Pajak dan Retribusi
Daerah
o | Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan / Bea Peralihan 83.477.000
Hak atas Tanah dan Bangunan
Pihak Pertama Pi Kedua /

YUSNAR O. MALURENG, SE

ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP

\V




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama . SARIF BINOL, SE
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN, PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak pertama

_Sh—

SARIF BINOL, SE

R ZALDI RUSMAN, S.STP
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No. | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | Pendataan Massal Objek | Jumiah Objek Pajak 25%
Pajak yang terdata
NO. KEGIATAN ANGGARAN - KET
1 | Pemutahiran Datra Objek dan Wajib Pajak | 1.052.466.200
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan / Zona Nilai Tanah / Nilai Jual
Objek Pajak / Peta Pajak dan Daftar Biaya
Komponen Bangunan
Pihak Pertama

Q@,/-———-

SARIF BINOL, SE




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IRMA DAENG ALI, SE
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN DAN PENGOLAHAN
DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019
Pihak pertama

Dy

IRMA DAENG ALI, SE

ILMAR ZALDI RUSMAN, S.STP
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Nd. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | Pengadaan Sistem | Pemenuhan Sistem 1 Sistem
Pengelolaan Pendapatan Pengelolaan
Daerah Pendapatan Daerah
berbasis aplikasi
Intensifikasi sumber-sumber | Peningkatan Target 3000 OP
2 Pendapatan Daerah Pendapatan dari Objek
yang ada
NO. |  KEGIATAN = "ANGGARAN - KET
1 Jasa Transaksi KeUangan 149.999.500 T
2 | Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan 206.500.000
Asli Daerah
Pihak Pertama Pih

o dpe

IRMA DAENG AL, SE ILMAR|ZALDY\RUSMAN, S.STP
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE

Jabatan : KABID PERBENDAHARAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Hj. INONTAT MAKALALAG, SE

Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Piha ma, Pihak Kedua,

SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE Hj. INONTA® AKALALAG, SE
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2 b : . .
B No. SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Meningkatnya Pengembangan | Capaian Opini WTP
Pengelolaan Keuangan Daerah | Pengelolaan Keuangan
Daerah
NO. | " PROGRAM - ANGGARAN o KET
1 | Program Peningkatan dan Pengembangan } 244,439,900
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pihak Pertam

Pihak Kedua

SAYFRUDIN SALEH ABAS, SE Hj. INO AT MAKALALAG, SE
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TELI TONGKASI, SE

Jabatan : KASUBID BELANJA NON KEGIATAN
Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE
Jabatan : KABID PERBENDAHARAAN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019
Pihgk Kedua, Pihak Pertama,

o>

SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE TELI TONGKASI, SE
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= ‘No.| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA TARGET
a] @ I @
1. | Terselenggaranya Tercapainya 44 SKPD
Pembinaan , Koordinasi, | pemahaman
Pengelolaan, perbendaharaan oleh
Penatausahaan SKPD, sinkronisasi
Perbendaharaan Non | data perbendaharaan
Kegiatan dengan institusi
terkait,pengelolaan
dan penatausahaan
perbendaharaan non
kegiatan yang tertib
> NO: | 'KEGIATAN ANGGARAN KET
1 | Pembinaan, Koordfnasi, Peﬁge[oléan, 104.216.900
Penatausahaan Perbendaharaan Non
Kegiatan
Pihgk Kedua, Pihak Pertama,
SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE TELI TONGKASI, SE
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : OLFI KASEUNAUNG, SE

Jabatan : KASUBID PERBENDAHARAAN
Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE
Jabatan : KABID PERBENDAHARAAN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019
Pihak Kedua, PihglgPertama,

i

SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE OLFI KASEUNAUNG, SE
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No..|

SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE

»

OLFI KAGEUNAU

SASARAN STRATEGIS |- INDIKATOR KINERJA TARGET
o @ @ @
1. | Terselenggaranya Jumlah SP2D 25.000 lembar
Pengelolaan kas daerah
online dan aplikasi
informasi pencairan SP2D
9 | Terselenggaranya Tercapainya 44 SKPD
Pembinaan, koordinasi, | pemahaman
pengeloiaan dan | perbendaharaan oleh
penatausahaan SKPD, sinkronisasi
perbendaharaan data perbendaharaan
dengan institusi
terkait, pengelolaan
dan penatausahaan
perbendaharaan yang
tertib
NO. | ~ KEGIATAN ) 'ANGGARAN - KET
1 Pengéloiaa'n'kas daerah online dan ablikasri N 71.319.600' -
informasi pencairan SP2D
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

, SE
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ADI SUTRISNO MOKOAGOW, SE

Jabatan : KASUBID PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH DAN DESA
Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE
Jabatan : KABID PERBENDAHARAAN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019
Pihgk Kedua,

Pihak Pefta

(SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE) (ADI SUTRISNO MOKOAGOW, SE)
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i No.| SASARANSTRATEGIS | INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) @ @ | @
1. | Terselenggaranya Pembinaan | Tercapainya 15 Desa

dan evaluasi pengelolaan | pemahaman tentang

keuangan desa pengelolaan keuangan

daerah
NO. KEGIATAN ANGGARAN KET
1 | Pembinaan dan Evaluasi Pehgelo'laén 1 ~ 68.903.400
Keuangan Daerah dan Desa

Pihakedua,

SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE

ADI SUTRISNO MOKOAGOW, SE
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HAMKA DAUN, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG PENAGIHAN PAJAK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Hj. INONTAT MAKALALAG, SE
Jabatan : PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak pertama Pihak kedua

MKA DAUN, SE Hj. INONTAT MAKALALAG, SE
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ya Objek Pajak |

rsntase Ojek
Pajak yang dikelola

| eigkat

Program Peningkatan dan Pengembangan 220912550 |

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pihak Pertama Pihak Kedua

AMKA DAUN, SE Hj. INONTAT MAKALALAG, SE
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawabh ini :

Nama : AKHMAD ROKHZALI BONDE, SE
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN PAJAK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : HAMKA DAUN, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG PENAGIHAN PAJAK
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

ma Pihak kedua

AKHMAD ROKHZALI BONDE, SE KA DAUN, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

kstksi sumber- i Pnagian Ob Pajak
sumber Pajak Daerah baru

‘Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan | 141.020.000 |

Daerah

Pihak Pegtama Pihak Kedua

'z 5

AKHMAD ROKHZALI BONDE, SE MKA DAUN, SE
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RINRA S. S. LAMAKA, SE
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : HAMKA DAUN, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG PENAGIHAN PAJAK
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak pg¢rtama Pihak kedua

RINRA S. 8. LAMAKA, SE MKA DAUN, SE
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ARYANTO MAMONTO, SE
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN, PENYELESAIAN
KEBERATAN DAN PENERTIBAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : HAMKA DAUN, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG PENAGIHAN PAJAK
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019
Pihak pertama Pihak kedua
k_’“‘,/
A O MAMONTO, SE AMKA DAUN, SE
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Kepauhan Wajib ak B Penega Peraturan 10%

dalam melakukan Daerah maupun
pembayaran pajak yang Peraturan Walikota
tepat waktu dan sesuai yang mengatur Pajak

dengan Peraturan Daerah Daerah
maupun Peraturan Walikota
mengenai Perpajakan

Penga,erti " enei P
dan Penyelesaian Keberatan Sumber- 23.583.650
Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pihak Kedua

ARYANTO MAMONTO, SE MKA DAUN, SE
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si
Jabatan . KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Hj. INONTAT MAKALALAG, SE
Jabatan : PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak pertama Pihak kedua

PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si Hj. INONTAT MAKALALAG, SE
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No, | SASARANSTRATEGIS |  INDIKATORKINERJA ~ | TARGET
1 Méningkatnya Pelapbran Tepat Waktu / Tidak Tepat
Keuangan Tepat Waktu Waktu
NO. " - PROGRAM ANGGARAN KET

1 | Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah

2 | Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

342.478.975

173.579.600

Pihak Pertama

\}J\%
PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si

Pihak Kedua

Hj. INONTAT MAKALALAG, SE
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ABDUL RIFAI BAMBELA, SE
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN EVALUASI
SISTEM AKUNTANSI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak pertama Pihak kedua

Copordet

PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si
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SASARAN STRATEGIS |  INDIKATOR KINERJA | TARGET

Sistem Akuntansi Persediaan
SKPD

Terlaksananya pembinaan

| SKPD

TJumiah SKPD yang telah | 44 SKPD

diberikan pembinaan tentang
Sistem Akuntansi Persediaan

No. T

T KEGIATAN ~ | ANGGARAN - | .- KET

system akuntansi SKPD

| Pembinaan dan péngendalian .tékrmllils . 42.840.800 |

Pihak pertama

AB BAMBELA, SE

Pihak kedua

cqw%

PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : LAYLA F. TAWIL, S.KOM
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak pertama Pihak kedua

VAN SN L

/ .
LAYLA\F. TAWIL, S.KOM PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si
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'No.| SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA. - | TARGET'
T [Tersedianya Dokumen LKPD | Jumlah Dokumen LKPD T Dok
NO. " KEGIATAN ANGGARAN | KET
1 - Penyusu"nan Pélaporan Keuangah akhir 342.478.975 T
tahun
Pihak pertama Pihak kedua

LAYLA F. TAWIL, S.KOM

Crou i

PUTIK EMAS ABDULLAH, S.8TP, M.Si
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YUDI C. PAPUTUNGAN, SE
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG VERIFIKASI DAN PENCATATAN
AKUNTANSI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak perta Pihak kedua

~ (}Y\?%M

YUDI C. PAPUTUNGAN, SE PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si
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YUDI

. PAPUTUNGAN, SE

'No.| SASARANSTRATEGIS . |  INDIKATORKINERJA | TARGET
1 Terlaksanahya Penyusunan Jumlah Dok‘uwmen 2
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Dokumen
Pertanggungjawaban APBD Pelaksanaan APBD
dan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban APBD
NO. KEGIATAN -~ [0 ANGGARAN . KET
1 - Penyusuhan r:éhcahgan peraturéh'KDH — 130.738.800
tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Pihak pertama Pihak kedua

B &\—)m

PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si
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Dalam rangka- mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RINDAH MOKOGINTA, SE,M.Ec.Dev
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI DAN DOKUMEN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : PRA SUGIARTO YUNUS, SP
Jabatan : PLT. KEPALA BIDANG ASET DAERAH
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak pertama Pihak kgdua

#

RINDAR MOKOGINTA, SE,M.Ec.Dev PRA SUGIARTO YUNUS, SP
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

f:

RINDAH MOKOGINTA, SE,M.Ec.Dev

RTO YUNUS, SP

'No.| SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA | TARGET
1. Terlaksananya inventarisasi Jumiah BMD Yang 45 OPD
BMD dilaksanakan Inventarisasi
2. | Terlaksananya Sertifikasi Aset | Jumlah Aset tetap Tanah yang 16
tetap Tanah di sertifikasi Bidang
- _ TARGET
No. SASARAN KEGIATAN HASIL KINERJA
KINERJA
1| Validasi Data BMD Laporan Inventarisasi BMD | 1. Nitai
alat ukur : Aset :
1. Data BMD Rp.
2. Data yang di inventarisasi 1.626.82
3. Jumlah SKPD 4.479.69
8,71
2. 45 0PD
2 | Pengamanan BMD berupa Sertipikat Hak Pakai Atas 15 Bidang
Aset Tetap Tanah Nama Pemda
Alat Ukur :
Dokumen Sertipikat
NO. KEGIATAN ANGGARAN KET
1 |SensusBMD _ 0
2 Pengamanan barang milik daerah 54.925.600
Pihak Pertama Pihak Ke ua




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 .

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : CHRISTOFEL KOBANDAHA, ST
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP
Jabatan : PIh. KEPALA BIDANG ASET DAERAH
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak pertama Pihak kequa

CHRISTOFEL KOBANDAHA, ST P IARTO H. YUNUS, SP
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

'No, | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA | TARGET .
1 _Terlak’séna'n'ya Peirencér'l-éér.lm T Jumianh Pehéiééha_n RKBMD 45 OPD
Penganggaran BMD dan RKPBMD
2 | Optimalisasi Pemanfaatan Jumlah BMD yang 8 Unit
BMD dimanfaatkan Pihak Lain
3 | Rekonsiliasi BMD Jumlah OPD yang 120 UPB
melaksanakan Rekonsiliasi
f o - — [ TARGET
- No. | = 'SASARAN KEGIATAN HASIL KINERJA f o
o] | ' KINERJA
"1 | Data Rencana Kebutuhan_ Laporan RKBMD dan T
Barang dan Pemeliharaan RKPBMD
Barang alat ukur : 45 OPD
Dokumen RKBMD dan
RKPBMD
2 | Bentuk Pemanfaatan BMD Dokumen Pemanfaatan
Alat Ukur : 6 Dokumen |
1. Dokumen Pinjam Pakai 2 Dokumen
2. Dokumen Sewa
3. | Neraca BMD KIB dan Laporan BMD
Alat Ukur: 2 Dokumen
Dokumen
NO. " KEGIATAN ANGGARAN KET
9 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Rp. 272.038.640,-
Daerah
Pihak Pertama Pihak Kedua
CHRISTOFEL KOBANDAHA, ST PRA SU O H. YUNUS, SP




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WAHYUDI IMAN, S. Sos
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMINDAHTANGANAN DAN
PENGHAPUSAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : PRA SUGIARTO YUNUS, SP
Jabatan : PLT. KEPALA BIDANG ASET DAERAH
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak pertama Pihak kedua

>

YUDI IMAN, S. Sos P GIARTO YUNUS, SP
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.| SASARANSTRATEGIS .| .. INDIKATOR KINERJA TARGET |
1 TeriaksanahyéhP'e'hghapuSéh “TJumlah benkghépusah' BMD 80% dari
BMD yang tidak digunakan usulan
SKPD
2 Terlaksananya Jumlah Pemindahtanganan
Pemindahtanganan BMD BMD 80% dari
usulan
SKPD
3 | Terlaksananya Penilaian BMD | Jumlah BMD yang
dilakasanakan Penilaian 327 Unit
T R TARGET."
No. SASARAN STRATEGIS - .. HASIL: KINERJA . s
K 'Terléksan'any'a Pénghapusan' T Data BMDyang drihapUskan 1 80% dari usulan
BMD sesuai usulan Alat Ukur : SKPD
SK Penghapusan
Terlaksananya Data BMD yang 80% dari usulan
2 | Pemindahtanganan BMD dipindahtanganan SKPD
Alat Ukur :
Dokumen Persetujuan
Pemindahtanganan
3 | Revaluasi BMD untuk Laporan Hasil Penilaian 327 Dokumen
kebutuhan Neraca dan Alat Ukur : N
Pemindahtanganan Dokumen Hasil Penilaian
NO. | ~ KEGIATAN | ANGGARAN
1 Penghapusanﬂ dan Pemindahtang'arié\m. h <i8'7'.345.450
Barang Milik Daerah
2 | Revaluasi/ Appraisal/ BMD 254.520.500
Pihak Pertama Pihak Kedua

PRA SUGIARTO YUNUS, SP




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama . PRA SUGIARTO HADI YUNUS, SP

Jabatan : Pih. KEPALA BIDANG ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Hj. INONTAT MAKALALAG, SE

Jabatan : Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

. INONTAT ALAG, S
NIP. 1968120641994(3 2 008 NIP. 19830308 200604 1 010
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TABEL PERJANHIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Hj. INONTAT MAKALALAG, SE
NIP. 1968120p 199403 2 008

KEPALA BIDANG ASET DAERAH
No. SASARAN STRATEGIS IN DIKATQR?K[N_ER]A TARGET
1 2 3 4
1. | Pengelolaan BMD yang Sesuai Penatausahaan BMD Pemerintah | Total BMD Pemkot
dengan Ketentuan | yang memadai
No.'i SASARAN PROGRAM HASIL KINERJA TARGET
1 2 3 4
1. | Peningkatan Capaian Kinerja Berkurangnya Temuan Atas <Rp10.000.000.000,-
Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Aset Daerah
Alat Ukur:
Nilai Temuan
NO. " PROGRAM ” ANGggRAN KET
Program Peningkatan Pengembangan
1. | Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 826.490.190
Keuangan
Kotamobagu, 2019
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

NIP. 19830308 200604 1 010



ERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Dra. SCHERLY ABDULLAH

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP

Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020
PIHAK PERTAMA PIHAK HEDUA

Dra. SCHERLY ABDULLAH PRA SUGIA . YUNUS, SP
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3 4
1. | Meningkatnya Pelayanan | Cakupan Layanan Administasi 100 %
Administrasi Perkantoran perkantoran
2. | Meningkatnya Peningkatan | Cakupan Layanan Sarana dan 95 %
sarana dan prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
NO SASARAN STRATEGIS HASIL KINERJA TARGET
1 2 3 4
1. | Meningkatnya Pelayanan | Terwujudnya tertb administrasi 100 %
Administrasi Perkantoran perkantoran
Alat Ukur:
Jumlah jenis dokumen dan surat
yang diarsipkan
2. | Meningkatnya Peningkatan | Terwujudnya kelancaran 95 %
sarana dan prasarana Aparatur pelaksanaan tugas aparatur.
Alat Ukur :
Jumlah Aset yang terpelihara
NO KEGIATAN ANGGARAN KET
11. Program Pelayaz_’nan Administrasi - 644.724.900,- *
Perkantoran
2. | Program Peningkatan Sarana dan 76.988.600,-
Prasarana Aparatur
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Dra. SCHERLY ABDULLAH PRA SU O H. YUNUS, SP




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawabh ini :

Nama : GRESLY Y. R. MAMELO, S.Kom. MSA
Jabatan : KEPALA BIDANG ANGGARAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020

Pihak pertama Pihak kedua[

C_—=* w

_,/”ﬁSLY Y. R. MAMELO, S.KOM, MSA PRA SUGIARATO H. YUNUS, SP




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No. | SASARANSTRATEGIS |  INDIKATORKINERJA - | TARGET'
El _TenNuju'dnya waktu péhetapéh“ _F’énetapéri APBD Tepat
APBD Waktu
Terwujudnya pelaksanaan dan | Persentase SKPD yang 100%
2 | Pengendalian APBD melakukan belanja tepat waktu
Terwujudnya Laporan Dana Laporan Dana Transfer Tepat
3 | Transfer Tepat Waktu Waktu
NO. - PI':'{OGRAM o ~ ANGGARAN KET -
1 .
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 796.949.032
Keuangan
Pihak Pertama Pihak Kegdua

GRESLY Y. R. MAMELO, S.Kom. MSA

PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 202

—

Dalam réngka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini : -

Nama : CHRISTINE IMBAN, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

-k

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP

Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja térhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan_dan sanksi.

». | - Kotamobagu, . - 2020 |

[

. Pihak Kedua

CHRISTINE IMBAN, SE PRA SUGI H. YUNUS, SP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

SErp it bt

. f.gf.""“a. e e 3 D _ i i pae it e K vk 3
Meningkatnya Akuntabilitas Jumlah Dokumen LKPD dan 4
Keuangan Pemerintah Daerah Pertanggungjawaban Dokumen
Pelaksanaan APBD -

" feMujudﬁya Pelapc-)':r-an da"h

Pertanggungjawaban
Keuangan Pemerintah Daerah

yang berkualitas dan sesuai
ketentuan perundang-
undangan.

Ketepatan waktu

Tepat Waktu

L

875,

Program
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capalan Kinerja dan Keuangan

286.477.

363.887.550,-

- CHRISTINE IMBAN, SE

Pihak Kedua

PRA SUGI

H. YUNUS, SP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MOH. RISMAN MASLOMAN, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG PENAGIHAN PAJAK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : PRA SUGIARTO HADI YUNUS, SP,
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020

Pihak pertam Pihak ke¢lua

e

MOH. MAN MASLOMAN, SE PRA SUGIARTO HADI YUNUS, SP
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

tempat wajib

No
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 | Menyusun rencana dan 1. Membuat matriks 90 %
program kerja sub bidang penagihan pajak
penagihan pajak bulanan
o | Melakukan penagihan pajak 1. Mengunjungi 90%
daerah yang telah mefampaui seluruh wajib pajak
jatuh tempo yang belum
membayar pajak
yang telah
metampaui jatuh
tempo
3. | Memproses kadaluarsa 1. Melakukan 75%
penghapusan tunggakan verifikasi terhadap
objek pajak yang
layak dilakukan
penghapusan
tunggakan
4. | Melakukan evaluasi kinerja 1. Penggunaan 0
Pengawasan dan Penertiban Taping Box 90 %
Subjek/Objek Pajak Daerah
2. Penertiban reklame 90 %
dan objek pajak ?
yang tidak
membayar pajak
bersama instansi
terkait
5. | Melakukan Evaluasi Kinerja . Penyelesaian
Penyelesaian Keberatan Wajib Keberatan terhadap 90 %
Pajak Daerah penetapan PBB
6. | Monitoring dan Evaluasi 1. Akurasi update 90 %
terhadap penerimaan objek pajak daerah
Pendapatan Asli Daerah dilapangan
No. SASARAN STRATEGIS HASIL KINERJA | TARGET KINERJA
1. | Menyusun rencana dan Keteraturan 90 %
program Kerfja sub bidang kegiatan
penagihan pajak penagihan
pajak daerah
Alat Ukur :
-Realisasi
Pajak
- Daerah
periodik
2. | Melakukan penagihan pajak Penyerahan 80 %
daerah yang telah melampaui SKPD secara
jatuh tempo langsung dan
melakukan
penagihan di
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE

Jabatan : KABID PERBENDAHARAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP

Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020

Pihak|Kedua,

Pihak Pertama,

SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE PRA SUGIARTAQ H. YUNUS, SP



. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
) No.| SASARANSTRATEGIS |INDIKATORKINERJA |~ TARGET
| @ | @ @)
1. | Meningkatnya Pengembangan | Capaian Op‘ini WTP
Pengelolaan Keuangan Daerah | Pengelolaan Keuangan
Daerah
'No.| SASARANSTRATEGIS | HASILKINERJA | TARGETKINERJA |
] @) | @ @
1. Meningkatnyé ' Pengembangan" Meningkatnya
Pengelolaan Keuangan Daerah | Pemahaman
Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Desa
s Alat Ukur :
| 1. Menurunnya Tingkat 100 Persen
) Kesalahan Dokumen
’ SP1 (%)
2. Penyusunan APBDes 15 Buku
3. Realisasi SP2D 15.500 Dokumen
NO. T - " PROGRAM T ANGGARAN | KET
1| Program Péningkataﬁ dan Pé'n-gembénga?nr T 268.577.525
Pengelolaan Keuangan Daerah '
Pihak Pertama Pihak Kedu
- SAYFRUDIN SALEH ABAS, SE PRA SUGI UNUS, SP




PERJAN]IIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BAMBANG D. TOMBAAN, SE

Jabatan : KEPALA BIDANG ASET DAERAH
Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : PRA SUGIARTO HADI YUNUS, SP

Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

NIP. 19880222 200902 1 001
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TABEL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPALA BIDANG ASET DAERAH

SASARAN'STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
B e s ] [P Ry P S 5.»_.«.._.,.»4.. vy cgmegvngge 9] m e ow e me w e e e, “5“ e iman g g e R a1y —— i ;}. o mmhen e W A v
1. | Terlaksananya Perencanaan, Persentase Manajemen Barang 80 % dari Total BMD
Pengadaan, Pemanfaatan, Milik Daerah Pemerintah Pemerintah
Pengamanan, Penatausahaan, Kotamobagu Kotamobagu
Pengendalian dan Pelaporan
Barang Milik Daerah
No. SASARAN PROGRAM HASIL KINERJA TARGET
Sae oo .. —— S
1. | Peningkatan Capaian Kinerja Berkurangnya Temuan Atas <Rp10.000.000.000,-
Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Aset Daerah
Alat Ukur:
Nilai Temuan
NO. PROGRAM ANG&QRAN KET
Program Peningkatan Pengembangan
1. | Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 623.658.275
Keuangan
Kotamobagu, 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

NIP. 198802

200902 1001
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020

tama / Pihak ked

R ZALDYX RUSMAN, S.STP PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP
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nn n ' enyampaian S S 00/

pendistribusian SPPT PBB-P2 | PBB-P2 sesuai dengan
rencana kerja
2 | Intensifikasi Sumber-Sumber | Peningkatan Target 100%
Pendapatan Daerah Pendapatan dari Objek
Pajak yang ada
3 | Pemutakhiran Data PBB-P2 | Tersedianya data PBB- 100%
Kotamobagu Utara P2 Kota mobagu Utara
yang faktual

Program Peningkatan dan Pengembangan " 1.476.776.575 |

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pihak Pertafia / Pihak Kedlia

ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP P RTO H. YUNUS, SP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama . SAIFUDIN M. IMBAN, SE
Jabatan . KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN APBD DAN EVALUASI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : GRESLY Y. R. MAMELO, S.Kom. MSA
Jabatan : KEPALA BIDANG ANGGARAN
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020

S: ma Pihak kedua

IN M. IMBAN, SE _ GRESLY Y. R. MAMELO, S.Kom. MSA
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No. | SASARANSTRATEGIS |  INDIKATORKINERJA | TARGET
1 Tersedianya Dokumen RKA | Jumiah deljfnen RKAdan | 44 SKPD
dan RKAP SKPD RKAP SKPD
"NO.1T T T KEGIATANT T 77 7T T ANGGARANT [T UKET
1 Pen'yusurié'n rRant':ahgan Peraturan KDH | 290'.142.157'
tentang Penjabaran APBD
2 | Penyusunan Standarisasi Barang dan Jasa 15.814.400
Pihak Pe Pihak Kedua

DIN M. IMBAN, SE

* GRESLY Y. R. MAMELO, S.Kom. MSA
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ROUSSY M. E. TEROK, S.SI
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG DANA TRANSFER

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : GRESLY Y. R. MAMELO, S.Kom, M.S.A
Jabatan : KEPALA BIDANG ANGGARAN
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020

Pihak pertama Pihak kedua

/Uy

ROUSSY M. E. TEROK, S.SI GRESLY Y. R. MAMELO, S.Kom,M.S.A
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No. | _SASARAN STRATEGIS _

. INDIKATOR KINERJA

| TARGET

1 | Laporan Realisasi Dana Jumlah Laporan Sesuai 5 Jenis
Transfer Regulasi
No. | SASARAN STRATEGIS " HASIL KINERJA | TARGET
1 | Laporan Realisasi Dana Terealisasinya dana transfer 100%
Transfer tepat waktu
Alat Ukur :
1. Jumlah Dana Transfer
Sesuai Pagu
2. Jumlah Dana Sesuai Nilai
Kontrak
NO. | KEGIATAN ANGGARAN KET
1 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan "85.703.300
keuangan daerah
2 | Pengelolaan dan Pelaporan dana transfer 206.362.100
Pihak Pertama Pihak Kedua

ROUSSY M. E. TEROK, S.SI

GRESLY Y. R. MAMELO, S.Kom,M.S.A
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SRI PURNOMO NINGSIH K, SE
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN APBD

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : GRESLY Y.R MAMELO, S.KOM, MSA
Jabatan : KEPALA BIDANG ANGGARAN
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pthak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

“target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

~ evaluasi akuntabilitas kineja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, . 2020

Pihak pertama Pihak kedua

SRI PURNOMO NINGSIH K, SE QRE(SLY Y.R MAMELO, S.KOM, MSA
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i

Fil

| No. | = SASARAN STRATEGIS | INDIKATORKINERJA | TARGET |

1. | Tersedianya Dokumer DPA , | Dokumen DPA dan DPPA SKPD | 95%
| DPPA dan SPD SKPD Dokumen Permohonan 85%
' Permintaan SPD SKPD

2. | Tersedianya Dokumen Dokumen Permohonan 95%
Pergeseran Anggaran SKPD Pergeseran Anggaran dari SKPD

S I o o | TARGET
-No. | SASARAN STRATEGIS | HASIL KINERJA o
. { KINERJA
E Tersediénya Dokumen DPA , & Adanya Penerbitan/Permintaan
DPPA dan SPD SKPD DPA, DPPA dan SPD
Alat Ukur ;
Jumlah Dokumen
DPA,DPPA 95%
SPD 95%
N ; 2 | Tersedianya Dokumen Dokumen Pergeseran | 95%
Pergeseran Anggaran SKPD | Anggaran SKPD
NO. T " KEGIATAN T ANGGARAN | KET
"1 | Penyusunan dan penerbitan SPD_ T 12636975 |
Pihak Pertama Pihak Kedua

: SRI PUR;omo NINGSIH K, SE GBESEY Y.R MAMELO, S.KOM, MSA

r
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YUDI C. PAPUTUNGAN, SE
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG VERIFIKASI DAN PENCATATAN
AKUNTANSI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : CHRISTINE IMBAN, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepetti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020

Pihak pertama

YUDI C. PAPUTUNGAN, SE
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

540 BAR |

Terlaksananya rekonsiliasi Jumlah dokumen Berita Acara
antara SKPD dan PPKD Rekonsiliasi yang diterbitkan Kas
180 BAR
Persediaan
2 BAR
. kolektif
, Dana BOS
2 | Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen 2
Ranperda/Ranperwa tentang Ranperda/Ranperkada tentang | Dokumen
Pertanggungjawaban APBD Pertanggungjawaban
dan Peraturan Walikota Pelaksanaan APBD
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban APBD
No:
1 | Terlaksananya Rekonsiliasi Kesesuaian dan Ketepatan nilai
SKPD dan PPKD akun kas dan persediaan yang
disajikan dalam Laporan '
Keuangan SKPD
Alat ukur :
Jumlah dokumen Laporan 45 SKPD
Keuangan
2 | Tersedianya Dokumen Terpenuhinya kewajiban
Ranperda/Ranperwa tentang pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban APBD pelaksanaan APBD sesuai
dan Peraturan Walikota ketentuan perundang-
tentang Penjabaran undangan
Pertanggungjawaban APBD Alat ukur:
Ketepatan waktu Tepat
waktu
Pemotongan/penundaan DAU Jumlah
- Dana

i s

W AL P [y Pray
Penyusunan Rancangan P

pelaksanaan APBD

eratVurgh‘ KDH
tentang penjabaran pertanggungjawaban

Pihak perfdma

YUDI C. PAPUTUNGAN, SE

CHR

E IMBAN, SE
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : LAYLA F. TAWIL, S.KOM
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : CHRISTINE IMBAN, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020

Pihak pertama

LAYLA F. TAWIL, S.KOM CHRISTINE IMBAN, SE
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[ Tersedianya Dokumen Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

“Jumlah Dokumen Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah | Dokumen

| Terse-dianyai- Dokumen 'Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

Terpenuhinya kewajiban
pelaporan keuangan
pemerintah daerah sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan
Alat ukur :

Ketepatan waktu Tepat
waktu

Pe
tahun

Pihak pertama

LAYLA K. TAWIL, S.KOM

CHRISTINE IMBAN, SE
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : KASMAN DOLLAH, S.Kom, MSA
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN EVALUASI
SISTEM AKUNTANSI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : CHRISTINE IMBAN, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Selaku atasan Jangsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020

Pihak pertama
v oo

N

KASMAN DOLLAH, S.Kom, MSA CHRISTINE IMBAN, SE
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1 Teﬁaksénéhya pen{bllné‘a'i‘n‘
Sistem Akuntansi SKPD

2 | Tersusunnya regulasi
pengelolaan keuangan dan
akuntansi pemerintah daerah

i Jumlah bengéloié k:éuéngév

SKPD yang diberikan
pembinaan system akuntansi
dalam penyusunan Laporan
Keuangan

Jumlah dokumen peraturan
kepala daerah tentang
pedoman pengelolaan
keuangan dan akuntansi
pemerintah daerah

2 dok

i

1 | Terlaksananya pembinaan
Sistem Akuntansi SKPD

2 | Tersusunnya regulasi
pengelolaan keuangan dan
kebijakan akuntansi
pemerintah daerah

V Terriséd.ian‘yé

Laporan
Keuangan SKPD tepat waktu
Alat ukur :

Persentase dokumen LK SKPD
yang disampaikan tepat waktu"
Formula:

Jumlah SKPD tepat
waktu/Jumlah SKPD

Tersedianya pedoman/acuan
dalam pengelolaan keuangan
dan kebijakan akuntansi
pemerintah daerah sesuai
kebutuhan

Alat ukur -

Jumlah dokumen

2 dok

a

embmaan dan ehgendalﬂiiahh Teknis

1 |p " Rp. 80.270.600,-
Sistem Akuntansi SKPD
Pihak pertama
Vg
-

KASMAN DOLLAH, S.Kom

CHRISTINE IMBAN, SE
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WIRIAKUSUMA PAPUTUNGAN, SE
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN, PENYELESAIAN
KEBERATAN DAN PENERTIBAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : MOH. RISMAN MASLOMAN, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG PENAGIHAN PAJAK
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020

Pihak perta

-

WIRIAKUSUMA PAPUTUNGAN, SE MOH. RISMAN MASLOMAN, SE
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s No.‘ : SASARANE;J_STRATEGIS . INDIKATOR Q_KlNﬁERJA- flf'ARGET
) 1 'Pen'gaWéséh S"L.lbj'ekIObjek 1. Pénggunééh 90%
Pajak Daerah Taping Box
2 | Penertiban terhadap 1. Penertiban
Subjek/Objek pajak daerah reklame dan objek 90 %
Objek pajak yang
tidak membayar
pajak bersama
InstansiTerkait
q Penyelesaian Keberatan Waijib 1. Penyelesaian 90 %
Pajak Daerah Keberatan
terhadap
penetapan PBB
No.| SASARANSTRATEGIS | .  HASIL KINERJA
1 Peng-awasan 'Subjek)’Objek BER Meningkét'riya"Pend'apatan ' 90%
Pajak Daerah Pajak Daerah
Alat Ukur :
‘ - Melakukan
) Investigasi
2 | Penertiban terhadap . Memberikan sanksi sesuai 90 %
. Subjek/Objek pajak daerah peraturan yang beriaku 0
Alat Ukur :
- Regulasi pajak
daerah
3 | Penyelesaian Keberatan . Menindakianjuti keluhan dan 20 %
Waijib Pajak Daerah keberatan wajib pajak daerah
Alat Ukur :
- Melakukan verifikasi
atas bukti keluhan
wajib pajak daerah
- NO. ’ ""KEGIATAN ANGGARAN oo KET
Péngavﬂ}asaﬁ, Penertiban dah Peh;/elésaian . gl ﬁ
1 | Keberatan Sumber-Sumber Pendapatan 93.630.600
Asli Daerah
Pihak Pertama Pihak Kedua
-

WIRIAKUSUMA PAPUTUNGAN, SE

7/

MOH. RISMAN MASLOMAN, SE
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ABDUL RIFAI BAMBELA, SE
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : MOH. RISMAN MASLOMAN, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG PENAGIHAN PAJAK
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020

Pihakpertama Pihakkedua

/
ABD BAMBELA, SE MOH. RISMAN MASLOMAN, SE
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No. | ‘SASARAN STRATEGIS .Q:";l_N__DIKATOR KIN{ERJA“ TARGET
1 Nlonitoring dan evaluasi ﬂAkurasi updafé()bjek : | 90%
terhadap penerimaan Pajak Daerah di
Pendapatan Asli Daerah lapangan
No. | SASARAN STRATEGIS | HASIL KINERJA TARGET-
1 Monitoring daﬁ Evaluasi Berkuranghy'a' T 90% -
terhadap penerimaan penunggak pajak
Pendapatan Asli Daerah Alat ukur :
- Investigasi
Lapangan
NO. | ~ KEGIATAN . ANGGARAN | ° KET
1 J 'Monitoi'ing dan Evaluasi Su'mber: "sumbe'r 20.382.800 | | h

Pendapatan Asli Daerah

PihakPertama PihakKedua

7/
ABDUL RIFA} BAMBELA, SE _ MOH. RISMAN MASLOMAN, SE
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AKHMAD ROKHZALI BONDE, SE
Jabatan : PLT.KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : MOH. RISMAN MASLOMAN, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG PENAGIHAN PAJAK
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020

Pihakpeflama

—

AKHMAD ROKHZALI BONDE, SE MOH. RISMAN MASLOMAN, SE
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Menyusun rencana dan Membuat matriks 90%
program kerja sub bidang penagihan pajak bulanan
penagihan pajak
Melakukan penagihan Pajak | Mengunjungi seluruh .
Daerah yang telah melampaui | Wajib pajak yang belum 20%
jatuh tempo. membayar pajak yang

telah melampaui jatuh

tempo.
Memproses kadaluarsa dan Melakukan verifikasi 90 %
penghapusan tunggakan terhadap objek pajak

yang layak dilakukan

penghapusan tunggakan

Menyusun rencana dan
program kerja sub bidang
penagihan pajak

Melakukan penagihan Pajak
Daerah yang telah melampaui
jatuh tempo.

Memproses kadaluarsa dan
penghapusan tunggakan

| Ktratn gnén‘ ,,

penagihan pajak daerah
Alat ukur :

- Realisasi Pajak
Daerah Periodik

Penyerahan SKPD secara
langsung dan melakukan
penagihan di tempat waijib
pajak
Alat Ukur :
- SKPD terbayar

Verifikasi data, status dan
kedudukan objek/wajib pajak.

Alat Ukur :
- Rekomendasi

penghapusan
tunggakan

90 %

75%

Daerah

Ekstensifikasi Sumber- sumber dt

"~ 188.584.700,00

AKHMAD ROKHZALI BONDE, SE

MOH/RISMAN MASLOMAN, SE
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NELMI ANGKARA, SE

Jabatan : KASUBID BELANJA NON KEGIATAN
Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE
Jabatan : KABID PERBENDAHARAAN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE NELMI ANGKARA, SE
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No.

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. | Terselenggaranya Tercapainya 34 SKPD
Pembinaan, Koordinasi, | pemahaman
Pengelolaan, perbendaharaan oleh
Penatausahaan SKPD, sinkronisasi
Perbendaharaan Non | data perbendaharaan
Kegiatan dengan institusi
terkait,pengelolaan
dan penatausahaan
perbendaharaan non
kegiatan yang tertib
No. SASARAN STRATEGIS HASIL KINERJA TARGET KINERJA
(1) (2) (3) (4)
1. | Terselenggaranya 1.Tersedianya data 34 SKPD
Pembinaan, Koordinasi, Base gaji
Pengelolaan, Alatukur :
Penatausahaan Jumiah ASN
Perbendaharaan Non
Kegiatan 2.Tersedianya data 34 SKPD
PFK
Ala tukur :
Surat setoran pajak
3.Tersalurnya hibah/ 19 Penerima
Bansoskepada
Organisasi
Alatukur :
SP2D
Tersalurnya 15 Desa

ADD,DD,BHPD dan
BHRD

Alat ukur:

SP2D




NO. KEGIATAN ANGGARAN KET
1 Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan, 84.154.425,00
PenatausahaanPerbendaharaan Non
Kegiatan
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
NELMI ANGKARA, SE

SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama . OLFI KASEUNAUNG, SE

Jabatan : KASUBID PERBENDAHARAAN
Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE
Jabatan : KABID PERBENDAHARAAN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020

Pihak Kedua, Pihak-Pertama,

SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE OLFI KASEUNAUNG, SE
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online dan aplikasi informasi
pencairan SP2D

SP2D secara tepat dan
efisien

Alat Ukur :

- SP2D

- RC Bank

No.| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA “TARGET
[0} @) e @
1. | Terselenggaranya Terbitnya SP2D 15.500 Dokumen
Pengelolaan kas daerah
online dan aplikasi informasi
pencairan SP2D
No.| 'SASARAN STRATEGIS |- HASIL KINERJA | TARGET KINERJA
O @ BCEE @
1. | Terselenggaranya Meningkatkan
Pengelolaan kas daerah | Pemindahbukuan

- 15.500 Dokumen
- 15.000 Transaksi

- NO. | . KEGIATAN: ANGGARAN "j“-?f:: KET
1 Pengelolaan kag _daéréh online dan aplikasi T 96.000.900 "
informasi pencairan SP2D

SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE

Pihak Kedua,

Pihal,Pertama,

,/L'“

OLFI KASEUNAUNG, SE
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ADI SUTRISNO MOKOAGOW, SE

Jabatan : KASUBID PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH DAN DESA

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE

Jabatan : KABID PERBENDAHARAAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020

Pih edua,

(SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE) ‘ (ADI SUTRISNO MOKOAGOW, SE)
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!
A

i |

i No...

,

SASARAN STRATEGIS

| INDIKATOR KINERJA |

i i

TARGET

W @

@

dan evaluasi
keuangan daerah dan desa

Terselenggaranya Pembinaan
pengelolaan

‘Tercapainya
pemahaman  tentang
pengelolaan keuangan
daerah dan desa

T45 SKPD dan 15
Desa

No ! cant
L < 'SASARAN STRATEGIS

HASIL KINERJA

| TARGET KINERJA"

{

)

®

. Tefééléhggérahya

Pembinaan dan evaluasi
pengelolaan keuangan dan
desa

Terlaksananya  Sosialisasi

Pengelolaan

Daerah

Alat Ukur :

1. Kegiatan Sosialisasi
Resmi

2. Pembinaan Secara
Langsung/Tatap Muka

Keuangan

Tersedianya Draft

Regulasi/Standar/Pedoman/

SK Pengelolaan Keuangan

Daerah

Alat Ukur :

1. Dratft
Regulasi/Standar/Pedom
- an/ SK Pengelolaan
Keuangan Daerah

Terpenuhinya Kelengkapan
Dokumen  Penatausahaan
Keuangan

Alat Ukur :

1. SPP/SPM

2. SP2D

Tersedianya Laporan
Penyaluran Dana Desa
Melalui Aplikasi OM SPAN
Alat Ukur :

1. Laporan Penyaluran

1 Kali

237 Hari Kerja

20 Dokumen

14.000 Dokumen

3 Dokumen




>

Dana Desa

Tersedianya Laporan
Konsolidasi Penyerapan dan
Capaian Output Dana Desa
Melalui Aplikasi OM SPAN
Alat Ukur :

1. Laporan
Penyerapan
Capaian Output
Desa

Konsolidasi
dan
Dana

Tersedianya Aplikasi Sistem
Keuangan Desa
(SISKEUDES)

Alat Ukur :

1. Aplikasi SISKEUDES

3 Dokumen

1 Aplikasi

ANGGARAN

KET

Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Desa

~— S8 55300 .

SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE

ADI SUTRISNO MOKOQAGOW, SE
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RINDAH MOKOGINTA, SE,M.Ec.Dev
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI DAN DOKUMEN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama » BAMBANG D. TOMBAAN, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG ASET DAERAH
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020

Pihak pertama Pihak kedua

-

RINDAH OKOGINTA, SE,M.Ec.Dev BAMBANG D. TOMBAAN, SE
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No. | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Terlaksananya'F’enilaién Barang Jumlah Barang'MiIik Daerah yang ™ 80% dari
Milik Daerah di Revaluasi usulan
SKPD
2. | Terlaksananya Sertifikasi Aset Jumlah Aset tetap Tanah yang di 30
tetap Tanah sertifikasi Bidang
. . _ TARGET
No. SASARAN KEGIATAN: HASIL KINERJA
KINERJA
1 Penilaian Barang Milik Daerah Buku Hasil Peniiaian 80% dari
Alat Ukur : usulan SKPD
1. SK Hasil Penilaian BMD
2 Pengamanan BMD berupa Aset Sertipikat Hak Pakai Atas Nama 30 Bidang
Tetap Tanah Pemda
Alat Ukur :
Dokumen Sertipikat
No. KEGIATAN ANGGARAN KET
1 Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah 197.490.775
2 Pengamanan Barang Milik Daerah 54.399.100
Pihak Pertama Pihak Kedua

RINDAH MOKOGINTA, SE,M.Ec.Dev

Ve

BAMHANG D. TOMBAAN, SE
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : CHRISTOFEL KOBANDAHA, ST
Jabatan . KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : BAMBANG D. TOMBAAN, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG ASET DAERAH
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020

Pihak pertama Pihak kedua

v’

CHRISTOFEL KOBANDAHA, ST BAMBANG D. TOMBAAN, SE
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CHRISTOFEL KOBANDAHA, ST

e

' No. SASARAN STRATEGIS - INDIKATOR KINERJA - | TARGET
1 Terléks'énanya Perencanaan Jumlah Penelaahan RKBMD 42 OPD
Penganggaran BMD dan RKPBMD
2 | Optimalisasi Pemanfaatan Jumlah BMD yang 8 Unit
BMD dimanfaatkan Pihak Lain
3 | Rekonsiliasi BMD Jumlah OPD yang 118 UPB
melaksanakan Rekonsiliasi
| | | o . . TARGET
No. | SASARAN KEGIATAN HASIL KINERJA
_ | KINERJA
1 | Data Rencana Kebutuhan Laporan RKBMD dan |
Barang dan Pemeliharaan RKPBMD
Barang alat ukur : 42 OPD
Dokumen RKBMD dan
RKPBMD
2 | Bentuk Pemanfaatan BMD Dokumen Pemanfaatan
Alat Ukur : 6 Dokumen
1. Dokumen Pinjam Pakai 2 Dokumen
2. Dokumen Sewa
3. | Neraca BMD KIB dan Laporan BMD
Alat Ukur: 2 Dokumen
Dokumen
NO. | KEGIATAN ANGGARAN KET
1 Penihgkatan Manéjemen Aset/Barang ‘“2'1”0.204_400
Daerah
Pihak Pertama Pihak Kedua

BAMBANG D. TOMBAAN, SE
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD AFFANDI BARA, SE
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMINDAHTANGANAN DAN
PENGHAPUSAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : BAMBANG D. TOMBAAN, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG ASET DAERAH
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020

Pihak ama Pihak kedua

ACHMAD AFFANDI BARA, SE BAMBANG D. TOMBAAN, SE
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ACHMAD AFFANDI BARA, SE

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
y Terlaksananya Jumlah Pemindahtanganan dan 80% dari
Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD usulan
Penghapusan BMD SKPD
. R | TARGET
No. SASARAN STRATEGIS HASIL KINERJA
KINERJA
1 Terlaksananya Data BMD yang dipindatangankan 80% dari
Pemindahtanganan dan dan dihapuskan usulan
Penghapusan BMD sesuai usulan | Alat Ukur : SKPD
SK Penghapusan
No. KEGIATAN ANGGARAN KET
1 Penghapusan dan Pemindahtanganan 161.566.000
Barang Milik Daerah
Pihak Kedua

BAMBANG D. TOMBAAN, SE
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SARIF BINOL, SE
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN, PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP
Jabatan . KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
Selaku atasan tangsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020

rtama

-/«

-

SARIF BINOL, SE
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Melakukan perhitungan dan
| -penetapan .nilai.pajak

Alat ukur :
1.
2. Formulir pendaftaran data

Data Wajib Pajak

wajib pajak

3. Jumiah potensi pajak

I No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Mengoptimalisasikan Terciptanya basis data PBB- 100 %
pengelolaan data, P2, Restoran/rumah Makan,
perhitungan Nilai Jual Objek | Hotel, RumahKost, Hiburan
Pajak dan Penetapan Pajak | dan Pajak Reklame Papan
Daerah Nama (PRPN)
Memberikan pelayanan 100 %
maksimal terhadap Wajib
Pajak
| WMenmaksimalkan perhitungan - 100 %
Nilai Jual Objek Pajak dalam
penerbitan Surat
Pemberitahuan Pajak daerah
Terhutang (SPPDT) PBB-P2
| - dan-surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD)
| No. | SASARAN STRATEGIS HASIL KINERJA TARGET KINERJA
1. | Mengoptimalisasikan Pendataan Objek Pajak dan Potensi PBB
pengelolaan data, Wajib Pajak PBB-P2, Restoran/ | Kotamobagu Barat
perhitungan Nitai Jual Rumah Makan, Hotel, Kost 2018 : 7600 OP
Objek Pajak dan Hiburan dan Pajak Reklame 2019 : 9500 OP
Penetapan Pajak Papan Nama (PRPN)
| Daerah ' | Target pajak hotel
Alat ukur : 2019 : Rp.850.000.000.
1. Data Wajib Pajak 2020 : Rp.1.700.000.000.
2. Jumlah Wajib Pajak )
Target pajak Rumah
- . ; » ] ; | -makan-/-Resteran
2 T:ioinsirlltz; \?vaa?il;npeell?gl?majib 2019 : Rp.3.000.000.000.
. 2020 : Rp.2.500.000.000.
pajak
Target pajak Hiburan
Alat ukur: 2019 F?p.Jzzo.ooo.ooo.
| 1. -DataWajib-Pajak 1 2020 : Rp.350.000.000.
2. Formulir pendaftaran data
. wajib pajak Target pajak Reklame

2019 : Rp.1.000.000.000.
2020 : Rp.900.000.000.

Data objek dan wajib
pajak Kota Kotamobagu

PBB-P2

| 2019 : 29.448 OP

2020 :31.750 OP

HOTEL
2019:13 0P
2020:13 OP




RUMAH KOST
2019:25 0P
2020:25 0P

RUMAH MAKAN /

RESTORAN
2019 : 69 OP
2020 : 69 OP

HIBURAN
2019: 14 OP
2020: 14 OP

REKLAME
2019:1291 OP
2020 : 1201 0P

TREY

Daerah.

1 | Kajian Perda/Perwa/SK/SOP dan Sosialisasi "~ 165.134.350

Perda/Perwa/SOP Pajak dan Retrinusi

SARIF BINOL, SE
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IRMA DAENG ALI, SE
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN DAN PENGOLAHAN
DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP
Jabatan » KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020

Pihak pertama Pihak kedug' /

/

v
IRMA DAENG ALI, SE ILMTR ZALRX RUSMAN, S.STP
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No. |

SASARAN STRATEGIS

|“INDIKATOR KINERJA

TARGET

1 |- Terlaksénanya Térpenuhinya 90 %
Pembayaran Jasa Bank Permintaan Jasa
Transaksi Perbankan
‘- Meningkatkan Kerjasama | Terlaksananya 85 %
Pemkot dan Perbankan Perjanjian Kerja Sama
2 ‘- Memaksimalkan Potensi Tercapaianya Target 100 %
dan Target Penerimaan Penerimaan PAD °
PAD
| o o " “TARGET
No. | SASARAN STRATEGIS HASIL KINERJA <
- KINERJA
1 |- Ter[akséna'hya Percepatan Pelayanan Data Transaksi
Pembayaran Jasa Bank Pembayaran Pajak
Daerah
‘- Meningkatkan Kerjasama | Alat Ukur : o
Pemkot dan Perbankan 1. Jumlah Transaksi | Fasilitasi:
2. RC Bank . .
‘- Mesin Perporasi
- E-Tax
2. Meningkatkan - Pajak :
‘- Memaksimalkan Potensi | Penerimaan Pajak 1. Hotel
dan Target Penerimaan Daerah 2. Restoran
PAD 3. Hiburan
Alat Ukur : 4. Reklame
1. Peralatan Legalitas 5. BPHTB
2. Jenis Pajak 6. PBB-P2
7. Pajak
Mineral
Bukan
Logam dan

Batuan




1.. | Jaisa Transaksikéuang'an o "'210.000.006

2. | Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan 190.290.000
Asli Daerah

Pihak Pertama

O dper

/
Y RUSMAN, S.STP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. GUNTUR NIU, SE

Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dra. SCHERLY ABDULLAH

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Dra. SCHERLY ABDULLAH TUR NIU, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS

' INDIKATOR KINERJA

TARGET

No.
)y (2) (3) 4)
1. Tersedianya dokumen | Jumial Dokumen 5 Dokumen
pelaporan Pelaporan
Tersedianya Pemeliharaan | Jumiah dan Jenis 1 Paket
2. | Rutin/berkala kendaraan | kendaraan
dinas/operasional dinas/operasioanal yang
dipelihara rutin/berkala
3 | Tersedianya jasa komunikasi, | Jumlah jasa komunikasi, 1 Paket
sumber daya air dan listrik sumber daya air dan
listrik yang tersedia
NO. KEGIATAN ANGGARAN KET
1 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan 42.000.000
dinas / operasional
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 9.000.000
air dan listrik
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Dra. SCHERLY ABDULLAH M. G R NIU, SE
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TELI TONGKASI, SE

Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dra.SCHERLY ABDULLAH

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobaguy, 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

(C

Dra.SCHE ABDULLAH TELI TONGKASI, SE
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Administrasi umum

'No‘.' - 'SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA - TARGET
) B} . @ @
1. | Terselenggaranya Jumliah Dokumen | 200 Lbr

Penyediaan Jasa Surat | bermaterai
Menyurat
2. | Terselenggaranya Jumiah dan jenis alat | 35 jenis
Penyediaan Alat Tulis | tulis kantor
Kantor
3. | Terselenggaranya Jumiah dan jenis | 5.140 Lbr
Penyediaan barang cetakan | barang cetakan dan
dan penggandaan penggandaan yang
disediakan
4, .
Penyediaan Jasa Jumlah ruang kantor |9 Bulan
Kebersihan Kantor yang dibersihkan
5. | Penyediaan Kebutuhan 23 Orang
‘ Jumlah THL




Dra.SCHERLY ABDULLAH

<}

NO. KEGIATAN ANGGARAN KET

Penyediaan jasa surat menyurat 1.200.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 54.000.000
Penyediaan alat tulis kantor 8.806.900
Penyediaan barang cetakan dan 2.538.000
penggandaan

Penyediaan kebutuhan administrasi umum 375.000.000

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
TELI TONGKASI, SE




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ZUBAIDAH DJAMA, SP

Jabatan : KASUB BAG KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dra. SCHERLY ABDULLAH

Jabatan : SEKRETARIS BPKD

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

g Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Dra. SCHERLY ABDULLAH ZUBAIDAH DJAMA, SP
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

@ @ | & | @

Terbitnya dokumen RKA dan | Tersedianya dokumen | 2 Dokumen
DPA SKPD sesuai KUA PPAS RKA dan DPA SKPD

o, | Terbitnya  Laporan Realisasi| Tersedianya Laporan | 12 bulan
Fisik dan Keuangan SKPD tepat | Realisasi  Fisik dan
waktu Keuangan bulanan

3. | Yerbitnya Laporan Keuangan Terlaksananya kegiatan| 2 Dokumen

SKPD yang akuntabel Penyusunan Laporan
Keuangan.
- ANGGARAN
KEGIATAN
NO. (RP) KET
Pemeliharaan rutin / berkala gedung 4.988.600 | 4 Jenis
kantor
Penyediaan makanan dan minuman 10.080.000 | 340 Dos
Rapat — rapat koordinasi dan konsultasi 182.700.000 | 35 kali
ke luar daerah

;

Kotamobagu, Januari 2020
Pihak kedua, Pihak Pertama,
~4
<

Dra. SCHERLY ABDULLAH ZUBAIDAH DJAMA, SP



